BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.873, 2019 KEMEN-DPDTT. TND. Perubahan.

PERATURAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG
TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melakukan penyesuaian terhadap teknis
ketentuan penulisan naskah dinas di Lingkungan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi, perlu mengubah Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas
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Mengingat

—

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi;

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5071);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5286);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 13);

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah
Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 432);

Peraturan  Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
463) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1915);

Peraturan  Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
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Menetapkan
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di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1075) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun
2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
808);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50
Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa
Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1788);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 5
TAHUN 2018 TENTANG TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI.

Pasal I
Ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2018
tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 539) diubah,
sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.
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Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2019
MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd

EKO PUTRO SANDJOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2019

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 35 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH

TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 5
TAHUN 2018 TENTANG TATA NASKAH
DINASKEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

SISTEMATIKA

PENDAHULUAN

JENIS DAN FORMAT NASKAH DINAS
PEMBUATAN NASKAH DINAS

PENGAMANAN NASKAH DINAS
KEWENANGAN PENANDATANGANAN
PENGENDALIAN NASKAH DINAS

SARANA PENGURUSAN NASKAH DINAS
ORGANISASI PENGELOLAAN NASKAH DINAS
PENUTUP
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BAB 1
PENDAHULUAN

Al Latar Belakang

Tata Naskah Dinas merupakan salah satu komponen penting dalam
ketatalaksanaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi. Salah satu komponen penting dalam ketatalaksanan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
adalah administrasi umum. Ruang lingkup administrasi umum meliputi
Tata Naskah Dinas (tata persuratan, distribusi, formulir, dan media),
penamaan lembaga, singkatan dan akronim, kearsipan, dan tata ruang
perkantoran. Tata naskah dinas sebagai salah satu unsur administrasi
umum mencakup pengaturan tentang jenis, penyusunan, penggunaan
lambang negara, logo dan cap dinas, penggunaan bahasa Indonesia yang
baik dan benar, tata persuratan, perubahan, pencabutan, pembatalan
produk hukum, dan ralat disusun berdasarkan Peraturan Kepala Arsip
Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tata Naskah
Dinas. Kedinasan antar instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Keterpaduan Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sangat diperlukan
untuk menunjang kelancaran komunikasi secara tertulis dalam
penyelenggaraan tugas umum dan pembangunan secara berdaya guna
dan berhasil guna. Sehubungan dengan hal tersebut, Peraturan Menteri
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5
Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi perlu
disesuaikan dengan kebutuhan pengaturan naskah dinas di lingkungan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

B.  Maksud dan Tujuan
1. Maksud
Tata Naskah Dinas ini dimaksudkan sebagai acuan bagi seluruh unit
organisasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi.
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2. Tujuan
Tata Naskah Dinas ini bertujuan untuk menciptakan kelancaran
komunikasi tulis yang efektif dan efisien dalam rangka
penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Asas

Penyusunan naskah dinas dilakukan berdasarkan asas sebagai berikut:

1. Efektif dan efisien
Efektif dan Efisien Penyelenggaraan tata naskah dinas perlu
dilakukan secara efektif dan efisien dalam penulisan, penggunaan
ruang atau lembar naskah dinas, spesifikasi informasi, serta dalam
penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

2. Pembakuan
Pembakuan naskah dinas diproses dan disusun menurut tata cara
dan bentuk yang telah dibakukan.

3. Pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban Penyelenggaraan tata naskah dinas dapat
dipertanggungjawabkan dari segi format, isi, prosedur, kewenangan,
keabsahan, dan kearsipan.

4. Keterkaitan
Keterkaitan kegiatan penyelenggaraan tata naskah dinas terkait
dengan kegiatan administrasi umum.

5. Kecepatan dan ketepatan
Kecepatan dan ketepatan untuk mendukung kelancaran tugas dan
fungsi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi, tata naskah dinas harus dapat
diselesaikan secara tepat waktu dan tepat sasaran, antara lain dilihat
dari kejelasan redaksional, kemudahan prosedural, serta kecepatan
penyampaian dan distribusi.

6. Keamanan
Keamanan Tata naskah dinas harus aman secara fisik dan substansi
mulai dari penyusunan, klasifikasi, penyampaian kepada yang
berhak, pemberkasan, distribusi, dan kearsipan.
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D. Pengertian Umum

1. Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis, format,
penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi, dan media yang
digunakan dalam komunikasi kedinasan.

2. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi
kedinasan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang di lingkungan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan
dan pembangunan.

3. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai
bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi
dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam
pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

4. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam
kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.

5. Format adalah susunan dan bentuk naskah dinas yang
menggambarkan tata letak dan redaksional, serta penggunaan
lambang Negara, logo, kop, dan cap naskah dinas.

6. Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas adalah hak dan
kewajiban yang ada pada pejabat untuk menandatangani naskah
dinas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kedinasan pada
jabatannya.

7. Kop Amplop Naskah Dinas adalah kepala amplop naskah dinas yang
menunjukkan jabatan atau nama Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang ditempatkan di bagian
atas amplop naskah dinas.

8. Kop Naskah Dinas adalah kepala surat yang terdiri dari logo
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi, nama dan alamat yang meliputi nama jalan, nomor,
kode pos, nomor telepon, faksimili, surat elektronik, dan situs web.

9. Kop Naskah Dinas Menteri yang selanjutnya disebut Kop Menteri
adalah bagian dari kepala naskah dinas yang memuat lambang
negara berwarna emas dan nama jabatan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang diletakkan

secara simetris.
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10.

11.

12,

13.

14,

15.

16.

Logo adalah gambar/huruf sebagai identitas Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Unit Kearsipan adalah Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang mempunyai
tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan dan pembinaan
pengelolaan kearsipan secara berjenjang di Unit Kerja/Unit Pengolah.
Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah
organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis
operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang Kementerian.
Unit Kerja/Unit Pengolah adalah Satuan Kerja pada lingkungan
Kementerian yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah
semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip dan
pengelolaan arsip aktif di lingkungan Kementerian.

Unit Tata Usaha Pengolah, yang selanjutnya disingkat UTUP adalah
unit tata usaha Eselon II dan Eselon III Pusat serta Unit Pelaksana
Teknis yang bertugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas,
khususnya dalam penyampaian, pengendalian, penyimpanan dan
pelayanan naskah dinas ke UTUP.

Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan
perdesaan, pemberdayaan  masyarakat desa, percepatan
pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan
perdesaan, pemberdayaan  masyarakat desa, percepatan
pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

www.peraturan.go.id
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BAB II
JENIS DAN FORMAT NASKAH DINAS

Jenis naskah dinas terdiri atas dua macam, yaitu naskah dinas arahan dan
naskah dinas korespondensi. Kedua jenis naskah dinas tersebut dijelaskan
sebagai berikut:
A. Naskah Dinas Arahan
Naskah dinas arahan adalah naskah dinas yang memuat kebijakan pokok
atau kebijakan pelaksanaan yang harus dipedomani dan dilaksanakan
dalam penyelenggaraan tugas dan kegiatan di lingkungan Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang berupa
produk hukum yang bersifat pengaturan, penetapan, dan penugasan.
1. Naskah Dinas Pengaturan
Naskah dinas yang bersifat mengatur pelaksanaan seluruh kegiatan
terdiri atas Peraturan, Pedoman Umum, Petunjuk Pelaksanaan /Petunjuk
Teknis, Instruksi, Standar Operasional Prosedur, dan Surat Edaran.
a. Peraturan
1) Pengertian
Peraturan adalah naskah dinas yang berlaku dan mengikat secara
umum, bersifat mengatur, dan memuat kebijakan pokok.
2) Wewenang Penetapan dan Penandatanganan
Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani
peraturan adalah Menteri.
3) Susunan
a) Judul
(1) judul peraturan memuat keterangan mengenai jenis, nomor,
tahun penetapan, dan nama peraturan.
(2) nama peraturan dibuat secara singkat dan mencerminkan isi
peraturan.
(3) judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang
diletakkan di tengah margin, tanpa diakhiri tanda baca.
b) Pembukaan
Pembukaan peraturan terdiri atas hal-hal sebagai berikut:
(1) frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa ditulis
seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah

margin.
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(2) nama jabatan pejabat yang menetapkan peraturan ditulis
seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah
margin dan diakhiri dengan tanda baca koma.

(3) konsiderans diawali dengan kata Menimbang.

(a) konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok-
pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan
pembuatan peraturan.

(b} pokok-pokok pikiran pada konsiderans memuat unsur
filosofis, sosiologis dan yuridis yang menjadi latar
belakang pembuatannya.

(c) pokok-pokok pikiran yang hanya menyatakan bahwa
peraturan dianggap perlu untuk dibuat adalah kurang
tepat karena tidak mencerminkan latar belakang dan
alasan dibuatnya peraturan.

(d) jika konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran,
tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian
kalimat yang merupakan kesatuan pengertian.

(e} tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad dan
dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata
bahwa dan diakhiri dengan tanda baca titik koma.

(4) dasar hukum diawali dengan kata Mengingat.

(a) dasar hukum memuat dasar kewenangan pembuatan
peraturan.

(b) peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai
dasar hukum hanya peraturan perundang-undangan
yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.

[c) jika jumlah peraturan perundang-undangan yang
dijadikan dasar hukum lebih dari satu, wurutan
pencantuman perlu memperhatikan tata urutan
peraturan perundang-undangan dan jika tingkatannya
sama disusun secara kronologis berdasarkan saat
pengundangan atau penetapannya.

(d) Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan
Presiden perlu dilengkapi dengan pencantuman
Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di
antara tanda baca kurung.
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(5) diktum terdiri dari:

(a) kata Memutuskan yang ditulis seluruhnya dengan huruf
kapital tanpa spasi di antara suku kata dan diakhiri
dengan tanda baca titik dua serta diletakkan di tengah
margin.

(b) kata Menetapkan yang dicantumkan sesudah kata
Memutuskan, disejajarkan ke bawah dengan kata
Menimbang dan Mengingat. Huruf awal kata menetapkan
ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda
baca titik dua.

c) Batang Tubuh

Bagian batang tubuh peraturan terdiri dari:

(1) semua substansi peraturan perundang-undangan yang
dirumuskan dalam pasal-pasal.

(2) substansi peraturan perundang-undangan terdiri dari:

(a) ketentuan Umum;

(b) materi Pokok yang diatur;

(c} ketentuan Sanksi (jika diperlukan);

(d) ketentuan Peralihan (jika diperlukan); dan

(e) ketentuan Penutup.

d) Kaki

Bagian kaki peraturan ditempatkan di sebelah kanan bawah,

yang terdiri atas:

(1) tempat (nama kota sesuai dengan alamat Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi) dan
tanggal penetapan peraturan;

(2) nama jabatan pejabat yang menetapkan yang ditulis dengan
huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma;

(3) tanda tangan pejabat yang menetapkan peraturan; dan

(4) nama lengkap pejabat yang menandatangani peraturan yang
ditulis dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan gelar.

4) Pengabsahan
a) Pengabsahan merupakan suatu pernyataan bahwa sebelum
digandakan dan didistribusikan dengan sah, suatu peraturan
telah dicatat dan diteliti sehingga dapat diumumkan oleh
pejabat yang bertanggung jawab di bidang hukum atau
administrasi umum.
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6)

7)

-13-

b) Pengabsahan dicantumkan di bawah ruang tanda tangan
sebelah kiri bawah yang terdiri dari kata "salinan sesuai dengan
aslinya” serta dibubuhi tanda tangan pejabat yang berwenang
dan cap Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi.

Pengundangan

Agar setiap orang mengetahuinya, peraturan yang dikeluarkan

oleh Menteri harus diundangkan dengan menempatkan dalam:

a) Berita Negara Republik Indonesia (ditujukan bagi peraturan
yang menurut peraturan perundang-undangan harus
diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia); dan

b) Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Distribusi

Peraturan yang telah ditetapkan disampaikan kepada pihak yang

berhak secara cepat dan tepat waktu, lengkap, serta aman.

Pendistribusian peraturan diikuti dengan tindakan pengendalian.

Hal yang periu diperhatikan

Naskah asli dan salinan peraturan yang diparaf harus disimpan

sebagai pertinggal /arsip.
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Format Peraturan tanda tangan Menteri

-14-

Contoh la
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Format Lampiran Peraturan tanda tangan Menteri

LAMFIPAY
FERATURAN MENTER DEBA,
FEMBANGUNAN DARFAH TERTINGGAL DAN
TRANEMIOFAST
NOMOR ... TAHUN .,
TENTANG

BAEI
FPENDAHULUAN
A Latar Eelakang
B: Maksud dan Tujuwn
C. Fumng Lingesp
D Pemgeruan
BABO
A
8. dan seterusnys
BAaBm

MENTENI DESA,
PEMEANGUNAN DAERAH TERTINGOAL DAN

TRANSMIORASL

PEPUBLIK INDONESIA,

Tanda Tengan dan Cag Jabetam
NAMA LERGKAP TANPA GELAR

J-lnin-nhlhm-nl

A

}I Memuat Judl Lampiran Peraturan

latar belakang fentang
it taph Pedi keud dan tujuan,

ruang lingiup, dan peagerts

JL

s

Tenfin dan konsepsi dasar/pokok-polcok /isi
peraturan

Nama Jabatan dan Nama lengkap yang di
tulis dengan buruf kapital tanpa gelar
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b. Pedoman
1) Pengertian

a) Pedoman adalah naskah dinas yang memuat acuan yang bersifat
umum di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi yang perlu dijabarkan ke dalam
petunjuk operasional /teknis. Pemberlakuan pedoman
dituangkan dalam bentuk peraturan dan sebagai lampiran
peraturan tersebut.

b) Lampiran pedoman adalah penjelasan/uraian/keterangan lebih
rinci dari materi muatan pedoman dan merupakan satu
kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan tentang
pedoman tersebut.

2) Wewenang Penetapan dan Penandatanganan

Pedoman dibuat dalam rangka menindaklanjuti peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi dan pengabsahannya

ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
3) Susunan

a) Kepala Pedoman
Kepala pedoman adalah judul pedoman ditulis seluruhnya
dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin, tanpa
diakhiri tanda baca.

b) Batang Tubuh Pedoman
Bagian batang tubuh pedoman terdiri atas:

(1) pendahuluan, yang berisi latar belakang/dasar pemikiran,
maksud dan tujuan, ruang lingkup dan pengertian;

(2) materi pedoman; dan

(3) penutup, yang terdiri atas hal yang harus diperhatikan
penjabaran lebih lanjut.

c) Kaki Pedoman
Bagian kaki pedoman, ditempatkan di sebelah kanan bawah
yang terdiri atas:

(1) nama jabatan pejabat yang menandatangani pedoman
ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca
koma;

(2) tanda tangan pejabat yang menandatangani pedoman dan
cap jabatan; dan
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(3) nama lengkap pejabat yang menandatangani pedoman
ditulis dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan gelar.
d) Kepala Lampiran Pedoman
Kepala lampiran pedoman adalah tulisan judul pedoman yang
ditulis di sudut kanan atas dengan huruf kapital seluruhnya,
rata kiri, dan tanpa diakhiri tanda baca.
e) Batang Tubuh Lampiran Pedoman
Bagian batang tubuh lampiran pedoman terdiri atas:
(1) pendahuluan yang berisi latar belakang/dasar pemikiran,
maksud dan tujuan, ruang lingkup, dan pengertian;
(2) materi lampiran pedoman; dan
(3) penutup, yang terdiri atas hal yang harus diperhatikan,
penjabaran lebih lanjut.
f) Kaki Lampiran Pedoman
Bagian kaki lampiran pedoman, ditempatkan di sebelah kanan
bawah yang terdiri atas:
(1) nama jabatan pejabat yang menandatangani pedoman ditulis
dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma;
(2) tanda tangan pejabat yang menandatangani pedoman dan
cap jabatan; dan
(3) nama lengkap pejabat yang menandatangani pedoman
ditulis dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan gelar.
4) Distribusi
Pedoman disampaikan kepada pihak yang berhak secara cepat dan
tepat waktu, lengkap, serta aman. Pendistribusian pedoman diikuti
dengan tindakan pengendalian.
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Contoh 2a

Format Pedoman tanda tangan Menteri

Lambong Negara berwarns emas dan Nama
Jabatmn Panpinan yang telah dioetak

e -,nm'm Penomoran yang berurutan dalam  satu
O TRy
resoansy T Judul Fedoman yang ditulis dengan hanf
DEBCNN FAMUAT TURAT TAID MANA T24
MENTERS DEDA TALFRAS AN
DTONRSA
it SRR v+ Memuat slasan tentang  periu ditetapkon
peraturan
e ; WEITOR Memuat persturan perumtang-undangsn
——es oo oemsemes. ,‘nl
o menjadi dasar dtetapkannya
Loie DAERAH AN
TENTAMND.
Pt
Memuat Sub g kb yang
Tase 3 i 3

Ao wrr e Ferniue
st bt Aerann g erpaiansge dabes Harde Segern Sepald b onee

ILASA LEUDNAT TaXTa GCLaR
EERTTA MEOARA REPUELN POONERES TANUN N

Kota sesuai dengon alamat den tanggal
penandatanganan

Nama Jabatan dan Nama l.znﬂ;n‘ylnl
ditulis dengan huruf kapital tanpa

Mermuat  tentang p::lgundnn-n dan &
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Contoh 2b
Format Lampiran Pedoman tanda tangan Menteri
Tulisan halaman awal
LAMMEAN
FERATURAN MENTER! DE8A,
PEMDARGURAN DAERAH TERTINIGAL DAN -
mmxm4 .. Memuat judul Lampiran Pedaman l
TENTASS
T R T L
SITTEMATIEA
nan:
el }I Memmuat sistematika Pedoman |
sasm ...
dan semrustye
BAR §
PERDAHULUAN -
A Latar Salakcg
e’y o St § St — b $506 bt $$504 esccssen Memuat g latar belak 5 y! "
pifisrmaiznioce [ dan tujusn, ruang lngkup. dan pengertian
© Pusg _mgap
B R s
Eama i
Ay Terdiri  dari  Konsepsi  Dasar/Polook-
B dax setsrasnra M Polenk /Isi Pedoman
ran T
A |
B dan ceteracogs
MENTESS DESA,
PEMEANGUNAN DAZRAM TERTINGGAL SAN
FEPUBLIK INDONESIA.
: Nama Jobatan dan Nama Lengkap yang di
Tanda Tangen dan Cag Jabaten tulla dengan huruf kapitsl tanpa gelar
HAMA LENOEAP TANFA OELAR
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b. Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis
1) Pengertian

a) Petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis adalah naskah dinas
pengaturan yang memuat cara pelaksanaan kegiatan, termasuk
urutan pelaksanaannya serta wewenang dan prosedurnya.

b) Lampiran petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis adalah
penjelasan /uraian/keterangan lebih rinci dari materi muatan
petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis dan merupakan satu
kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan tentang
petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis tersebut.

2) Wewenang Penetapan dan Penandatanganan

Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani

petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis adalah Menteri dan Pejabat

Pimpinan Tinggi Madya.

3) Susunan

Susunan untuk petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis adalah:

a) Kepala
Kepala petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis adalah tulisan
judul lampiran yang ditulis di sudut kanan atas dengan huruf
kapital seluruhnya rata kiri dan tanpa diakhiri tanda baca.

b) Batang Tubuh
Bagian batang tubuh petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis
terdiri atas:

(1) pendahuluan yang memuat latar belakang, maksud dan
tujuan, ruang lingkup, dan pengertian;

(2) materi petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis dengan jelas
menunjukkan urutan tindakan, pengorganisasian,
koordinasi, pengendalian dan hal lain yang dipandang perlu
untuk dilaksanakan; dan

(3) penutup.

c) Kaki
Bagian kaki petunjuk  pelaksanaan/petunjuk teknis
ditempatkan di sebelah kanan bawah yang terdiri atas:

(1) nama jabatan pejabat yang menandatangani petunjuk
pelaksanaan/petunjuk teknis ditulis dengan huruf kapital
dan diakhiri dengan tanda baca koma;
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(2) nama lengkap pejabat yang menandatangani petunjuk
pelaksanaan/petunjuk teknis ditulis dengan huruf kapital,
dengan mencantumkan NIP dan gelar kecuali Menteri; dan

(3)tanda tangan pejabat yang menandatangani petunjuk
pelaksanaan/petunjuk teknis disertai cap lembaga.

4) Distribusi dan Tembusan
Petunjuk pelaksanaan /petunjuk teknis disampaikan kepada pihak
yvang berhak secara cepat dan tepat waktu, lengkap serta aman.
Pendistribusian petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis diikuti
dengan tindakan pengendalian.
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Contoh 3a
Format Petunjuk Pelaksanaan /Petunjuk Teknis tanda tangan Menteri
Lambang Negara bermarna emas dan
={ Nama Jabatan Pmmpiman yung telsh
dicetak
MENTERI DESA, FEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIORAS!
REPUBLIK INDONESEA B
PETUNJUK PELAKSANAAN/PETUNJUK TEKNIS Jutul Petunjak_ Pelaksanaan) Priumjuk
NOMOR . TAHUN .. e youig Be dalam satti
} tabun takowim
BAB!
FENDAHULUAN
A Latar Beiakang
B Maksud dan Twuan
e R B R A0 — — -
................................ dan  tupmn,  ruang h.gul.p, dan
D. Pengertian m.m]:m
9
BAB T
B dan set . . Tmim/&_d-n Konsepsi  Dasar/Pokok
o
MENTERI DESA. -
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,
DAN TRANSMIGRAST
REPUBLIK INDONESIA, 1 Nama jehatan dan nama lenghkap yang
Tt s Cap b ditulis dengan huruf kapital tanpa gelar
NAMA LENGKAP TANPA GELAR
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Contoh 3b
Format Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis tanda tangan
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya

KEMENTERIAN DESA, EMBANGUNAN DAERAN TERTING GAL, DN TRANSMIGRAST 71
(’) SEKKETARIAT JENDERAL
Jan ooy Wk Monor 7 Jakaena Pune 10010 Tewpoe Q04 - JEI0004, Farunl 001 - 26CAG0T

KOP Unit Kerja Eselon { yang telah dicetak

Jaler THD, Naltems Momaor LT lskass Seldvar 12758 Tewgce 331 - 298000 - 19
e bamacees 3o i

—

Judul Petunjuic Pelaksanaan [Teinis yang

PETUNJUK PELAKSARAAN/PETUNIUK TEKNS & tulis dengan huruf kapital

"

BABI

Memuat tentang latar belakang, maksud
dan tujuan, ruang lingkup, dan pengertian

T dac, Kooaeps Dur Pl Pl 1

AMA JAEATAN,

Tande Tangan den Cap ambegs

"

Fv

£

g

i
e

RAMA LENORAF. GELAR
RIF.
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c. Instruksi

1) Pengertian
Instruksi adalah naskah dinas yang memuat perintah berupa
petunjuk/arahan tentang pelaksanaan suatu kebijakan yang
diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2) Wewenang Penetapan dan Penandatanganan
Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani
instruksi adalah Menteri atau Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.

3) Susunan
a) Kepala

Bagian kepala instruksi terdiri atas:

(1) kop instruksi yang ditandatangani Menteri atau pejabat yang
berwenang menggunakan lambang negara, disertai nama
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi dengan huruf kapital secara simetris;

(2) kop instruksi yang ditandatangani oleh pejabat selain
Menteri menggunakan logoKementerian yang disertai nama
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi dengan huruf kapital secara simetris;

(3) kata instruksi dan nama jabatan pejabat yang menetapkan,
ditulis dengan huruf kapital secara simetris;

(4) nomor instruksi, ditulis dengan huruf kapital secara
simetris;

(5) kata tentang, ditulis dengan huruf kapital secara simetris;

(6) judul instruksi, ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
dan

(7) nama jabatan pejabat yang menetapkan instruksi, ditulis
dengan huruf kapital, diakhiri dengan tanda baca koma
secara simetris.

b) Konsiderans

Bagian konsiderans instruksi terdiri atas:

(1) kata Menimbang, memuat latar belakang penetapan instruksi;
dan

(2) kata Mengingat, memuat dasar hukum sebagai landasan
penetapan instruksi.

c) Batang Tubuh
Bagian batang tubuh instruksi memuat substansi instruksi.
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d) Kaki
Bagian kaki instruksi ditempatkan di sebelah kiri bawah, terdiri
atas:

(1) tempat (kota sesuai dengan alamat Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi) dan
tanggal penetapan instruksi;

(2) nama jabatan pejabat yang menetapkan, ditulis dengan
huruf kapital diakhiri dengan tanda koma;

(3) tanda tangan pejabat yang menetapkan instruksi;

(4) nama lengkap pejabat yang menandatangani Instruksi ditulis
dengan huruf kapital, gelar dan NIP kecuali Menteri; dan

(5) tanda tangan pejabat yang menandatangani Instruksi
disertai cap lembaga.

4) Distribusi dan Tembusan
Instruksi disampaikan kepada pihak yang berhak secara cepat dan
tepat waktu, lengkap, serta aman. Pendistribusian instruksi diikuti
dengan tindakan pengendalian.
5) Hal yang perlu diperhatikan
a) Instruksi merupakan pelaksanaan kebijakan pokok sehingga
instruksi harus merujuk pada suatu peraturan perundang-
undangan.
b) wewenang penetapan dan penandatanganan instruksi tidak
dapat dilimpahkan kepada pejabat lain.
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Contoh 4a
Format Instruksi tanda tangan Menteri

MENTEEI DEEA, FEMEANOUNAN DAEPAH TERTINOOAL, DAN TRANSMIORAS!
FEPUBLIK INDONESA

IRSTRUKS)
MENTESR! DESA, PEMBANGUNAN DAXRAH TENTINGGAL. DAN TMANSMIGRAS
FEPUBLIK INDONESIA
FOMOR ., TANUN ...

TENTANG

MENTEF] DESA PEMBANGUNRAN DAERAM TERTINGGAL, DAN TRANSMIGFAS!
PEPUBLIX INDORESIA,

KEBATU
KEDUA

KEEMPAT Mh-mmnmm—d

Tunds Tangas dan Cup Jabatan

HAMA LEBGKAF TANFA GILAR

Penomoran yang Berurutan dalam satu
mhk‘m‘

Judul Imatnakm yang ditulia dengan huraf
kapital

+

Memmat alasan tentang periu ditetapkan
Instruksi

}Inmkjwnquw ]

Memuat substans tentang arahan yang di
Instrulcsilean
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Format Instruksi tanda tangan Pejabat selain Menteri

-

Logn Kementerian dan Nama Jabatan
>t Pimpinan kemboga yang telah dicetak

L, DAN
-
[ DAKT
P yung B dalam satu
NOMOE  TARUN tahun takewin
SIXRETARS JENDERAL laxpital
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FEMUELIK BOONESA,
Dalar TRRR oo Aaigan tol mamie (e Memunt alasan tentang periu ditetapkan
Tapada 1, acnw ) Jabktan Pegera [nstruku
P A
3 NamaInetan Pegerac Daftar Pejabat yang menerima Instruksi
EITATU
EOUA Memuut substansi tentang arahan yang di
EETIOA . Instrukskan

Kota sesusi dengan alamat dan tanggal
penandatanganan

Nama Jal dan Nama Lengkap yang
:%:hdmwhmﬂhpm;hdm

e b gl i, MR S —
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d. Standar Operasional Prosedur
1) Pengertian
Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah naskah dinas yang
memuat serangkaian petunjuk tentang cara dan urutan kegiatan
tertentu.
2) Tujuan SOP
SOP bertujuan untuk:
a) menyederhanakan, memudahkan dan mempercepat
penyampaian petunjuk pelaksanaan kegiatan;
b) memudahkan pekerjaan;
c) memperlancar dan menyeragamkan pelaksanaan kegiatan; dan
d) meningkatkan kerja sama antara pimpinan, staf dan unsur
pelaksana.
3) Wewenang Penetapan dan Penandatanganan
Pejabat yang menetapkan dan menandatangani SOP adalah
pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk.
4) Susunan
a) Halaman Judul
Halaman judul merupakan halaman pertama sebagai sampul
muka sebuah SOP. Halaman judul ini berisi informasi
mengenai:
(1) judul SOP;
(2) nama unit kerja;
(3) tahun pembuatan; dan
(4) informasi lain yang diperlukan.
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Contoh 35a
format Cover SOP
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b\

)
@

DIREKTORAT JENDERAL FEMEANCUNAN KAWASAN PERDESAAN
KEMENTERIAN DESA, PENBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TIRANSMIGRASE

J018
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I"| Loeo Kementenan

| B

Judul Dokumen SOP sesuai unat
keria yang membuatnva

]" Tahun oembuatan S0P

:|»| Alamat Kementerian

www.peraturan.go.id



2019, No. 873 30.

b) Keputusan Pimpinan

Karena merupakan pedoman bagi setiap pegawai, SOP harus

memiliki kekuatan hukum. Dalam halaman selanjutnya setelah

halaman judul, disajilkan keputusan pimpinan tentang
penetapan SOP.
c) Daftar Isi SOP

Daftar isi digunakan untuk membantu mempercepat pencarian

informasi dan menulis perubahan/revisi yang dibuat untuk

bagian tertentu dari SOP tersebut.
d) Penjelasan Singkat Penggunaan

Sebagai sebuah manual, SOP memuat penjelasan bagaimana

membaca dan menggunakannya. Isi dari bagian ini antara lain

mencakup:

(1) ruang lingkup menjelaskan tujuan prosedur dibuat sesuai

kebutuhan organisasi; dan

(2) ringkasan memuat ringkasan singkat mengenai prosedur

yang dibuat.
e) Bagian Identitas

Bagian identitas dari unsur prosedur dalam SOP dapat

dijelaskan sebagai berikut:

(1) logo Kementerian dan nomenklatur unit kerja pembuat;

(2) nomor SOP, diisi dengan nomor basah secara berurutan
dalam 1 (satu) tahun takwim;

(3) tanggal Pengesahan, diisi tanggal pengesahan SOP oleh
Pejabat yang berwenang di unit kerja;

(4) tanggal Revisi, diisi tanggal SOP direvisi atau tanggal
rencana diperiksa kembali SOP yang bersangkutan;

(5) pengesahan oleh pejabat yang berwenang pada unit kerja;
Item pengesahan berisi nomenklatur jabatan, tanda
tangan, nama pejabat yang disertai dengan NIP serta
stempel /cap instansi;

(6) judul SOP, sesuai dengan kegiatan tugas dan fungsi yang
dimiliki;

(7) dasar hukum, berupa peraturan perundang-undangan
yang mendasari prosedur yang dibuat menjadi SOP beserta
aturan pelaksanaannya;
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(8) keterkaitan, menjelaskan mengenai keterkaitan dengan
prosedur lain yang distandarkan (SOP lain yang secara
langsung terkait dalam proses pelaksanaan kegiatan dan
menjadi bagian dari kegiatan tersebut);

(9) peringatan, memberikan penjelasan mengenai
kemungkinan yang terjadi ketika prosedur dilaksanakan
atau tidak;

Peringatan memberikan indikasi berbagai permasalahan
yang mungkin muncul dan berada di luar kendali
pelaksana ketika prosedur dilaksanakan serta berbagai
dampak lain yang ditimbulkan. Dalam hal ini dijelaskan
pula bagaimana cara mengatasinya bila diperlukan.
Umumnya  menggunakan kata  peringatan, yaitu
jika/apabila-maka (if-then) atau batas waktu (dead-line)
kegiatan harus sudah dilaksanakan;

(10) kualifikasi pelaksana, menjelaskan mengenai kualifikasi
pelaksana yang dibutuhkan dalam melaksanakan
perannya pada prosedur yang distandarkan;

(11) peralatan dan perlengkapan, menjelaskan mengenai daftar
peralatan utama (pokok] dan perlengkapan yang
dibutuhkan terkait secara langsung dengan sop; dan

(12) pencatatan dan pendataan, memuat berbagai hal yang
perlu didata dan dicatat oleh pejabat tertentu. Dalam
kaitan ini, perlu dibuat formulir-formulir tertentu yang
akan diisi oleh setiap pelaksana yang terlibat dalam proses.
Setiap pelaksana yang ikut berperan dalam proses,
diwajibkan untuk mencatat dan mendata apa yang sudah
dilakukannyadan memberikan pengesahan bahwa langkah
yang ditanganinya dapat dilanjutkan pada langkah
selanjutnya. Pendataan dan pencatatan akan menjadi
dokumen yang memberikan informasi penting mengenai
“apakah prosedur telah dijalankan dengan benar”.

f) Bagian Diagram Alir (Flowchart)

Bagian diagram alir (flowchart) merupakan uraian mengenai

langkah-langkah kegiatan secara berurutan dan sistematis dari

prosedur yang distandarkan, yang berisi:

(1) nomor diisi nomor urut;
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(2) tahap kegiatan diisi tahapan kegiatan yang merupakan
urutan logis suatu proses kegiatan. Biasanya menggunakan
kalimat aktif dengan awalan me-;

(3) pelaksana merupakan pelaku (aktor) kegiatan. Simbol-
simbol diagram alir sesuai dengan proses yang dilakukan.
Keterangan simbol sebagaimana ditentukan pada daftar
simbol. Pelaksana diisi dengan nama-nama jabatan (Jabatan
Fungsional Umum, Jabatan Fungsional Tertentudan
Jabatan Struktural) di Unit Kerja yang bersangkutan dalam
melakukan proses kegiatan. Urutan penulisan jabatan
dimulai dari jabatan yang terlebih dahulu melakukan tahap
kegiatan. Jika dalam SOP tersebut terkait dengan unit lain,
jabatan Unit Kerja lain diletakkan setelah kolom jabatan di
Unit Kerja yang bersangkutan; dan

(4) mutu baku berisi kelengkapan, waktu, output dan
keterangan. Agar SOP ini terkait dengan kinerja, setiap
aktivitas hendaknya mengidentifikasikan mutu baku
tertentu, seperti waktu vang diperlukan untuk
menyelesaikan persyaratan/kelengkapan yang diperlukan
(standar inpuf) dan outputnya. Mutu baku ini akan menjadi
alat kendali mutu sehingga produk akhirnya (end product)
dari sebuah proses telah memenuhi kualitas yang
diharapkan, sebagaimana ditetapkan dalam standar
pelayanan. Untuk memudahkan dalam pendokumentasian
dan implementasi, sebaiknya SOP memiliki kesamaan dalam
unsur prosedur meskipun muatan dari unsur tersebut akan
berbeda sesuai dengan kebutuhan unit kerja. Norma waktu
bisa dalam hitungan menit, jam, hari.
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Bagian Identitas
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Contoh Sc
Format Diagram Alir (Flowchart)
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g) Bagian Pendukung
Bagian Pendukung berisi uraian, keterangan, atau contoh-
contoh formulir yang dapat mendukung penjelasan prosedur
kegiatan atau menjadi syarat kelengkapan suatu kegiatan.

e. Surat Edaran

1) Pengertian
Surat edaran adalah naskah dinas yang memuat pemberitahuan
tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.

2) Wewenang Penetapan dan Penandatanganan
Kewenangan untuk menetapkan dan menandatangani surat
edaran adalah Menteri, dapat dilimpahkan kepada Sekretaris
Jenderal atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan substansi
surat edaran.

3) Susunan
a) Kepala

Bagian kepala surat edaran terdiri dari:

(1) kop surat edaran vyang ditandatangani Menteri
menggunakan lambang negara berwarna emas yang
ditandatangani pejabat atas nama Menteri menggunakan
lambang negara berwarna hitam, yang disertai nama
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi dengan huruf kapital secara simetris;

(2) kop surat edaran yang ditandatangani oleh pejabat selain
Menteri menggunakan logo, yang disertai nama
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi dengan huruf kapital secara simetris;

(3) singkatan Yth., yang diikuti oleh nama pejabat yang dikirimi
surat edaran;

(4) tulisan surat edaran yang dicantumkan di bawah lambang
negara atau logo Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi, ditulis dengan huruf kapital
serta nomor surat edaran di bawahnya secara simetris;

(5) kata tentang yang dicantumkan di bawah kata nomor surat
dan tahun surat edaran ditulis dengan huruf kapital secara
simetris; dan
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(6) rumusan judul surat edaran, yang ditulis dengan huruf
kapital secara simetris di bawah kata tentang,.
b) Batang Tubuh
Bagian batang tubuh surat edaran terdiri atas:
(1) latar belakang tentang perlunya dibuat surat edaran;
(2) maksud dan tujuan dibuatnya surat edaran;
(3) ruang lingkup diberlakukannya surat edaran;
(4) peraturan perundang-undangan atau naskah dinas lain
yang menjadi dasar pembuatan surat edaran;
(5) isi edaran mengenai hal tertentu yang dianggap mendesak;
dan
(6) penutup.
c) Kaki
Bagian kaki surat edaran ditempatkan di sebelah kanan yang
terdiri atas:
(1) tempat dan tanggal penetapan;
(2) nama lengkap pejabat yang menandatangani surat edaran
ditulis dengan huruf kapital, gelar dan NIP kecuali Menteri;
(3) tanda tangan pejabat yang menandatangani Surat Edaran
serta cap lembaga; dan
(4) format tembusan ditulis rata kiri.
4) Distribusi
Surat edaran disampaikan kepada pihak yang berhak secara cepat
dan tepat waktu, lengkap, serta aman. Pendistribusian surat
edaran diikuti dengan tindakan pengendalian.
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Contoh 6a
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Format Surat Edaran tanda tangan Menteri
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Contoh 6b

Format Surat Edaran tanda tangan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
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2. Naskah Dinas Penetapan (Keputusan)

Naskah dinas penetapan dituangkan dalam bentuk keputusan.

a. Pengertian
Keputusan adalah naskah dinas yang memuat kebijakan yang
bersifat menetapkan, tidak bersifat mengatur, dan merupakan
pelaksanaan kegiatan yang digunakan untuk:
1) menetapkan/mengubah status kepegawaian/personal/keanggotaan/

peristiwa;

2) menetapkan/mengubah/membubarkan suatu kepanitiaan /tim; atau
3) menetapkan pelimpahan wewenang.

b. Wewenang Penetapan dan Penandatanganan
Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani keputusan
adalah Menteri atau pejabat lain yang menerima pendelegasian
wewenang.

¢. Susunan
1) Kepala

Bagian kepala keputusan terdiri atas:

(a) kop surat dinas yang ditandatangani Menteri menggunakan
lambang negara berwarna emas yang ditandatangani pejabat
atas nama Menteri menggunakan lambang negara berwarna
hitam, yang disertai nama Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan huruf kapital
secara simetris;

(b) kop keputusan yang ditandatangani oleh pejabat selain Menteri
menggunakan logo yang disertai nama Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan
huruf kapital secara simetris;

(c) kata keputusan dan nama jabatan pejabat yang menetapkan,
ditulis dengan huruf kapital secara simetris;

(d) nomor keputusan, ditulis dengan huruf kapital secara simetris;

(e) kata penghubung tentang, ditulis dengan huruf kapital secara
simetris;

(f) judul keputusan, ditulis dengan huruf kapital secara simetris; dan

(g) nama jabatan pejabat yang menetapkan keputusan, ditulis
dengan huruf kapital secara simetris dan diakhiri dengan tanda

baca koma.
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2) Konsiderans

Bagian konsiderans keputusan terdiri atas:

(a) kata Menimbang, yaitu konsiderans yang memuat alasan/
tujuan/kepentingan /pertimbangan tentang periu ditetapkannya
keputusan; dan

(b) kata Mengingat, yaitu konsiderans yang memuat peraturan
perundang-undangan sebagai dasar pengeluaran keputusan.

3) Diktum

Bagian diktum keputusan terdiri atas hal-hal sebagai berikut:

(a) diktum dimulai dengan kata memutuskan yang ditulis dengan
huruf kapital dan diikuti kata menetapkan di tepi kiri dengan
huruf awal kapital;

(b) isi kebijakan yang ditetapkan dicantumkan setelah kata
menetapkan yang ditulis dengan huruf awal kapital; dan

(c) untuk keperluan tertentu, keputusan dapat dilengkapi dengan
salinan dan petikan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

4) Batang Tubuh

Sistematika dan cara penulisan bagian batang tubuh keputusan

sama dengan ketentuan dalam penyusunan peraturan, tetapi isi

keputusan diuraikan bukan dalam pasal-pasal, melainkan diawali
dengan bilangan bertingkat/diktum kesatu, kedua, ketiga dan
seterusnya.

5) Kaki

Bagian kaki keputusan ditempatkan di sebelah kanan bawah, yang

terdiri atas:

(a) tempat dan tanggal penetapan keputusan;

(b) nama lengkap pejabat yang menandatangani keputusan, yang
ditulis dengan huruf kapital, dan mencantumkan gelar;

(c) nama lengkap pejabat yang menandatangani surat keputusan
ditulis dengan huruf kapital, gelar dan NIP kecuali Menteri; dan

(d) tanda tangan pejabat yang menandatangani Surat Keputusan
serta cap lembaga.
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d. Pengabsahan

1) Pengabsahan merupakan pemnyataan pengesahan bahwa suatu
keputusan telah dicatat dan diteliti sehingga dapat diumumkan
dan didistribusikan oleh pejabat yang berwenang di bidang hukum
atau administrasi umum atau pejabat yang ditunjuk sesuai
dengan isi keputusan.

2) Pengabsahan dicantumkan di sebelah kiri bawah yang terdiri atas kata
salinan sesuai dengan aslinya, diikuti dengan nama lembaga, nama
jabatan, ruang tanda tangan, dan nama pejabat penanda tangan.

3) Pengabsahan dilakukan dengan membubuhkan tanda tangan dan
cap dinas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi.

e. Distribusi
Keputusan yang telah ditetapkan didistribusikan kepada yang
berkepentingan dan diitkuti dengan tindakan pengendalian.

f. Hal yang Perlu Diperhatikan
Naskah asli dan salinan keputusan yang telah disahkan disimpan

sebagai arsip.
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Contoh 7a

Format Keputusan tanda tangan Menteri
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Contoh 7b
Format Lampiran Keputusan tanda tangan Menteri

¥ Tulisan halaman swal |
ZANPRAN
KESUTUBAR neTE TEmA,
FEMEANOUNAN DAERAK TERTIROOAL, DAN Jodal X
NOMOR . TAHUN . l AR l
TENTANG
ditetapkannys Keputusan
MENTES] LESA.
Wmv DAZYAYN TEETINGGAL DAN
FLFUNLK INDONESRA. Nama Jabatan dan Nama
Lengkap yung di tulis dengan
Tanis Tazgm den Cus Jasatan hunf kaprtal tanpa gelar
NAMA LERORAN TANFA CELAR

www.peraturan.go.id



2019, No. 873 a4

Contoh 7c
Format Keputusan tanda tangan atas nama Menteri
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Contoh 7d
Format Lampiran Keputusan atas nama Menteri
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Contoh 7e

Format Keputusan tanda tangan Selain Menteri
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Contoh 7f
Format Lampiran Keputusan Sekretaris Jenderal
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3. Naskah Dinas Penugasan (Surat Perintah dan Surat Tugas)
a. Pengertian

1) Surat Perintah adalah naskah dinas yang diterbitkan dan
ditandatangani oleh Menteri/Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
dan/atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama kepada seseorang
dan/atau beberapa orang pejabat/pegawai yang berisi perintah
diluar tugas dan fungsi pejabat diatas untuk melaksanakan
pekerjaan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan bersifat
mendesak di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

2) Surat Tugas adalah naskah dinas yang diterbitkan dan
ditandatangani oleh Menteri/Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
dan/atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama kepada seseorang
dan/atau beberapa orang pejabat/pegawai yang berisi penugasan
untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan
fungsinya di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi.

b. Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan

Surat perintah/surat tugas dibuat dan ditandatangani oleh atasan

atau pejabat yang berwenang berdasarkan lingkup tugas, wewenang,

dan tanggung jawabnya.
c. Susunan

1) Kepala
Bagian kepala surat perintah /surat tugas terdiri atas:

a) kop surat perintah/surat tugas berupa lambang negara berwarna
emas yang ditandatangani oleh Menteri, berwarna hitam putih
ditandatangani oleh atas nama Menteri, dan menggunakan logo
lembaga yang ditandangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;

b) kata surat perintah/surat tugas, ditulis dengan huruf kapital
secara simetris; dan

c) nomor, berada di bawah tulisan surat perintah/surat tugas.

2) Batang Tubuh
Bagian batang tubuh surat perintah/surat tugas terdiri atas hal-
hal sebagai berikut:
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a) konsiderans  meliputi  pertimbangan dan/atau  dasar
pertimbangan memuat alasan ditetapkannya surat perintah/
surat tugas;

b) dasar memuat ketentuan yang dijadikan landasan
ditetapkannya surat perintah/surat tugas tersebut;

c) diktum dimulai dengan kata memerintahkan/menugaskan,
secara simetris, diikuti kata kepada di tepi kiri disertai nama
dan jabatan pegawai yang mendapat perintah /tugas; dan

d) di bawah kata kepada ditulis kata untuk yang berisi tentang
perintah /tugas yang harus dilaksanakan.

3) Kaki
Bagian kaki surat perintah/surat tugas ditempatkan di sebelah
kanan bawah yang terdiri atas:

a) tempat dan tanggal surat perintah/surat tugas;

b) nama lengkap pejabat yang menandatangani Surat
Perintah /Surat Tugas selain Menteri ditulis dengan huruf awal
kapital dengan mencantumkan NIP dan gelar dan diakhiri
dengan tanda baca koma; dan

c) tanda tangan pejabat yang menandatangani surat
perintah /surat tugas serta cap lembaga.

d. Distribusi dan Tembusan

1) Surat perintah/surat tugas disampaikan kepada yang mendapat
perintah /tugas.

2) Tembusan surat perintah/surat tugas disampaikan kepada unit
kerja yang terkait.

e. Hal yang Perlu Diperhatikan

1) Bagian konsiderans memuat pertimbangan atau dasar;

2) Jika perintah/tugas merupakan perintah/tugas kolektif, daftar
pegawai yang diperintah/ditugasi dimasukkan ke dalam lampiran
yang terdiri atas kolom nomor urut, nama, pangkat, NIP, jabatan
dan keterangan;

3) Jika Surat Perintah/Surat Tugas disertai lampiran, pada kolom
Lampiran dicantumkan nomor surat, tanggal surat dan tanda
tangan sesuai kewenangan penandatanganan;

4) Apabila Surat Perintah/Surat Tugas terdiri dari beberapa lembar,
kop surat hanya digunakan pada lembar pertama; dan
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5) Penomoran Surat Perintah/Surat Tugas dilakukan dengan
mencantumkan nomor Surat Perintah/Surat Tugas, kode
klasifikasi arsip, dan tahun.

Format surat perintah/surat tugas dapat dilihat pada contoh di
bawah ini.
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Contoh 8a

Untak

Didicaskas & Jukana

Pada tangal

Messten Desa,
Pembanganan Daerah Tertmggal dan
Tennasigrast

Frpubilk Indonesia

Tanda Tangan dan Cap Lembagn

Nama Lenpiap Tanpe Gelar

3
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Surat Perinl
Daftar Pejabat yang menerima Perintah
Memuat  substansi  arshan  yang
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Contoh 8b

Surat Perintah tanda tangan atas nama Menteri

KEMENTERIAN DESA, FEMBANGUNAN DAEFAH TERTINGOAL, DAN TRARSMIGRAST
REPUNLIX INDONESIA

SURAT PESUNTAM
Nowwe < Lot

Lambang Negara dicetak hitam putih
dan Nama Jabatan Pimpinan yang
telah dicetak

Penomoran Surat Perintah berurutan
selnma satau tabun takwim

Memuat alasan ten

periu
Surat Perintah

Memuat Peruturan atau Dasar
ditetapkannya Surst Perintah

Duafiar Pejabat yang menenma
perintah

Memuat substans arahan yang
diperintshlcn

Kota sesum dengan alamat dan
tanggal penandstanganan

Nama Jabatan dan Nama Lengkap
ditulis dengan huruf awal capital
beserta, gelar dan NIP.

1
|
}
}
|
v
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Contoh 8c

Surat Perintah Tanda Tangan Selain Menteri

@Kmﬁm DESA, PEMEANGUMAN DAFRAH TERTINGOAL, DAN TRAN SMXIRASI RI

DIREXTORAT

L PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

JENDERA
Jams Abdcl Mo Aomar T dskate Manm 0110 Temoon I21 - IR0 Feuaed 33 - 200000
WA RN B 8

2019, No. 873

KOP Unit Kerja Eselon |

Bk e

e

SURAT PERINTAM
Womor tif ki
baboaw.
halvrn
Memerintablan
dan setanisnre.
dan sstenusara
Dikeluarien di Jalnra
Pada Tungral "
¥amn Jabatan,
Tazudn Tengan dan Cup Lesbega
Thams Lenglap gelar
P

Penomoran berurutan
dalam saty takowim

Memmiat alasan leotang periu
ditetapkan Surat Perintah

Memuut Peraturan /dasar
ditetaplaannys Surat Perintah

Duftar Pejabat yung menerima
Perintah

Memunt substans amban yang
dipe

— [ i s S L u——
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Contoh 9a

Format Surat Tugas tanda tangan Menteri

Menumbang 8
b
Dacar i
2
A
Kepada - 3 A
2
3
4
Uetuk

Tands Tangan dan Cap Lembagas
Nama Lengkap Tanpa Geler

Lambang ganxda berwarna emas

Fe yang b tan dalam
saty tabun takwim

Memuat alas=n teatang periu
ditetapian Surat Tugas

ditetapkannya Surat Tugas
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Contoh 9b
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Surat Tugas tanda tangan atas nama Menteri

Lambang Negara  berwarma
hitam putib dan Nama Jabatan
Pimpinan yung telah dicetak

Penomocan  yang  berurutan
dalam satu tabun takwim

Memunt Alasan tentang periu
ditetaplan Surat Tugas

Memunt Perturan /dasar
ditetaplanoya Surat Tugas

Doftar Pejabat yung menerima
tugas

Memunt substans arshan yang
drtugasican

Kota sesumi dengan alamat dan
tangm! penandatanganan

Nama Jabatan dan Nema Lengiap
vang ditulis dengan hund awal
capital, gelar dan NIP.

|
i
|
}
1
|
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GUN-

4. den setarusnye

Deeamnan diJakams
2343 Tangoel
Dewitur Jenderal

g o F

Tands Tangan &an Cap Lamdogs
Nams Lungkas Cales
NP

Contoh 9¢
Format Surat Tugas Tanda Tangan selain Menteri
KEMENTERIAN DE SA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI -
. DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN KAWASAN PERDE SAAN ] KOP Unit Kezja Escloa 1
g S TP INLED N TT SIS SR TN TR0 00 - YRR - 18
RS J
SURAT TUGAS feoomoran  yang  berurutan
Nomor : ..t fo. dalam satu takun takwim
e~~~ Memwat alamn fentang periu
ditetapkan Surat Tugas
Dasar 1 Pk
2
3. Memuat Peraturan /dasar
[ ditetapiannya Surat Tugas
Kegaca [ 1o -
§. - -
3 Duftur Pejabat yung menerima
M Tuges
Unton E

Memunt substansi arshan yang
ditugnskan

[
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B. Naskah Dinas Korespondensi
1. Naskah Dinas Korespondensi Intern
a. Nota Dinas

1) Pengertian
Nota dinas adalah naskah dinas internal yang berlaku di
lingkungan Unit Kerja Eselon I dan dibuat oleh pejabat untuk
dilaporkan kepada pejabat yang lebih tinggi dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya di lingkungan Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

2) Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan
Nota dinas dibuat oleh pejabat sesuai dengan tugas, wewenang,
dan tanggung jawabnya.

3) Susunan
a) Kepala

Bagian kepala nota dinas terdiri atas:

(1) pada kop nota dinas menggunakan logo hitam putih terdiri
atas nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi dan Unit Kerja yang ditulis
secara simetris di tengah atas;

(2) kata nota dinas ditulis dengan huruf kapital secara simetris;

(3) kata nomor ditulis dengan huruf kapital secara simetris;

(4) singkatan Yth. ditulis dengan huruf awal kapital, diikuti
dengan tanda baca titik;

(5) kata dart ditulis dengan huruf awal kapital;

(6) kata hal ditulis dengan huruf awal kapital;

(7) kata tanggal ditulis dengan huruf awal kapital; dan

(8} terdapat garis horizontal tipis rata kanan kiri naskah.

b) Batang Tubuh
Bagian batang tubuh nota dinas terdiri atas alinea pembuka, isi
dan penutup secara singkat, padat, dan jelas.

c) Kaki

(1) Bagian kaki nota dinas terdiri atas nama jabatan,tanda
tangan, nama pejabat, gelar, NIP; dan

(2) Kata tembusan ditulis dengan huruf awal kapital jika
diperlukan;

4) Hal yang Perlu Diperhatikan
a) Nota dinas tidak dibubuhi cap dinas;

www.peraturan.go.id



2019, No. 873 55

b) Tembusan nota dinas berlaku di lingkungan internal Unit Kerja
Eselon I di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi;

c) Jika nota dinas disertai lampiran, pada kolom Lampiran
dicantumkan nomor nota dinas, tanggal dan tanda tangan
sesuai kewenangan penandatanganan;

d) Apabila nota dinas terdiri dari beberapa lembar, kop surat
hanya digunakan pada lembar pertama; dan

e) Penomoran nota dinas dilakukan dengan mencantumkan
nomor nota dinas, kode klasifikasi arsip, bulan dengan angka

romawi, dan tahun.
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Contoh 10
Format Nota Dinas

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRAST RI
O SEKRETARIAT JENDERAL :S;‘W Kerja Eselon 1 dicetak hitam

Jeian ALSU Mad Novor 7 dacans Pusat 10110 Telepoe 021 - 3506334, Fabgrwl: 121 - 3854507
Talwy VP, Kalhwte Namcr 57 Takarta Selwtys 12753 Telspan (31 - 2903337 - 19
wawierendese posd

}_ P yung herurutan dalem satu
tabun takwim

Yth,

bBani

el

Tarqoal

Memust npama jabatan, oama
le yang ditulis huruf awal
u dengan gelar dan NIP, tidak
Nema lenghap dan pelar dibububi cap dinas
NIF
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b. Disposisi
Disposisi adalah petunjuk tertulis mengenai tindaklanjut/tanggapan

terhadap surat masuk, ditulis secara jelas pada lembar disposisi,
tidak pada suratnya., Ketika didisposisikan, lembar disposisi
merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dengan surat

masuk.
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Contoh 11a

Format Disposisi Menteri

MENTER| DESA, PEMBANGUNAN DAERAM TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRAS

REPUBLIK INDONESIA
Fadan A Mk Mo 7 Aykana Pucae 33150 Tekepon 021 - 3500334, Fabesbndf 021 - 2864607
Jelan TMP. Kaliboca Nemor 17 Jakara Seiatan 12750 Tebepon Q21 - 7383312~ 19, PO BON N0 NS M/ (B

Looooon oo oooooo

LEMBAR DISPOSIS|
Surat Dan Diterims tanggs!
NomorSurst - Nomor Agenda
Tol Surst
St "] Sangat Segem
1 Segn
[ Rahasia
KEPADAYTH DISPOSISI -
Settaris Jerdees T | splntam
O jonn Porsbian gunan dan Pamhia eayaan Rasyarakat Desa | Nowakhl WonbeThtak Hadk
Lirjen Peretsmganan K7aasas Perdesam l Nendunang e stdy
Dirjon Pengemstisngan Oaesah Fasteoty l TanganiPeases Labis Langit
D jon Pecsiangunan Dascst Tartnggal | Eaas ompn saye
D jen Penrylipan Xaaasan e Peestan gnan Pem ikinn [ Dipelajar Dbcamad
Trammigas.
Dirjen Pengambangan Xa3535 ransmigras! | vipegomani
Wapesny Jenden! | Targgapan ten Sacan

Ka Hadan Peneftian das Pengeehangan, Pentidican din
Peltitan, dan rioomasi
Sabii Persbanguaan A XeTesyar akatn

Sabli Pengentsangas Eknscei Lokl
Satii Penqermanas Wlaph
Sabil Hutengan Astar Lamtaga
Sab| Hukum

Staf Khuzas Mealeri

] Sepmabatipan
] suphan smvatun
[ sy

]

o
§

NENTERI

ENGKAP TANPA GELAR
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Contoh 11b
Format Disposisi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI

SEKRETARIS JENDERAL
e Skt W B 7 Jukarta Pl 59145 mepon §21 - J0OULIA Fakserek 121 . SBRSET

LEMBAR DISPOSISI

Te St

Dasivra Ty
Sawet Agentia
siw 1
[ swant sogwa

He

[] ont rasgominn tom o

D Tangmitranes o Lt

DDDDDDDDEIDDE i

i

Marw Jetiman §wden |

WAV LEINGRAS
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Contoh 11¢
Format Disposisi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
=T TAN GG, G
(’) UNIT KERJA ESELON Il
Sty THI® Kbt o 17 kit Sedstan 12740 Tip. PRSEQNT-TRRR0TH. Fabs JU31080
Ieae TAIP. Calbate Nomac 17 labarss Selatan 12750 Telepan 027 - TURITLY ~ T4 IO BOX 20 XS PM Y
W ATRON 9.1
LEMBAR DISPOSISI
Sekretaris/Inspoktur/Diroktur/Kepala Biro/Kepala Pusat/Kepala Balai
Serm dan Tosma Tg
Nomoe Agenda

Nomes Swat sau [ Jsangut sega
Tanggal Surt [:]Snwl
Logran Dm-
Paria
Diterushan kepaca S, Mengharapban
[ Katuacy Woass st Wabad (] ot mngpagun tan saean
[ Kabagvasusat/Kabet [J tamcanpeoses iebe tanpat
[] KabagMasusatKatud [] tapermengnadas
[T KabgasutatKabet [T Acciapsanakan
[ Kby Masuent abid ] Keontnasi { kentimas
D D Worcks [ senpuinakan

] wenton s can masiban

[] untuk moton pechaten

[] Fie s wmpan

(I
Gatman..

AN (rpal PussoKepak Brokapen Bain
N bengrap lanps ooy
wr
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Contoh 12
Format Kartu Undangan

NAMA JABATAN

mengharapkan dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu/Saudara

pada acara
hari ........... / (tanggal) ......... ¢ PUIAL ouiorvovensrvivansnieis WIB
bertempat di ...ooveiinireriiiiieenin.

* Harap hadir 30 menit Pakaian ! ..o
sebelum acara dimulai Laki-laki @ ..
dan undangan dibawa Perempuan: .....c.ccoeeenns

* Konfirmasi: TNI/Polri @ .ovvvrrreennnne
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C. Memorandum

1) Pengertian
Memorandum adalah naskah dinas intern yang bersifat
mengingatkan suatu masalah serta menyampaikan arahan,
peringatan, saran dan pendapat kedinasan.

2) Kewenangan
Memorandum ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas,
fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya.

3) Susunan
a. Kepala

Bagian kepala memorandum terdiri dari:

(1) kop  memorandum  yang  ditandatangani  Menteri
menggunakan lambang negara berwarmma emas yang
ditandatangani pejabat atas nama Menteri menggunakan
lambang negara berwarna hitam, yang disertai nama
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi dengan huruf kapital secara simetris;

(2) kop memorandum yang ditandatangani oleh pejabat selain
Menteri menggunakan logo berwarna yang disertai nama
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi dengan huruf kapital secara simetris;

(3) tulisan memorandum ditulis dengan huruf kapital;

(4) tulisan nomor ditulis dengan huruf kapital dan ditulis
dibawah tulisan memorandum;

(5} singkatan Yth., dari, hal dan tanggal diketik di sebelah kiri di
bawah kop memorandum; dan

(6) terdapat garis horizontal tipis rata kanan kiri untuk
memorandum yang ditandatangani oleh selain Menteri.

b. Batang Tubuh

Bagian batang tubuh memorandum terdiri atas:

(1) alinea pembuka;

(2) isi memorandum meliputi hari, tanggal, waktu dan acara;
dan

(3) alinea penutup.
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c. Kaki
Bagian kaki memorandum terdiri atas nama jabatan ditulis
dengan huruf awal kapital, tanda tangan, nama pejabat disertai
gelar dan Nomor Induk Pegawai (NIP).
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Contoh 13a

2019, No. 873

Format Memorandum tanda tangan Menteri

MENTERI DESA. PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TEANSMIGRASD
BEPUELIK INDONESIA

MIEMORANDUN
Momee 1 ) 4

™

Carl

W

Targaal
Maerves Desa,
Pemzargunan Daaran Tartnggal, aan
Tranzmigras
Fepubids ndsnesia
Tandte Tangan
Hina Laogesp

e

D e -

Lambang Negarn berwarna emas dan
Nama Jabatan yang felah di cetak

H

Peoomoran yang berurutan dalam satu
tahun takwin

1

1

J
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Contoh 13b

Format Memorandum yang ditandatangani oleh selain Menteri

KEMENTERIAYN DESA, PEMBANGUNAN QAZRAH TERTINGGAL DaX TRANSMIGRASL RI

<’> SEKRETARIS JENDERAL

By Aol Wen Marver 7 lakarte st 13008 Tolopew U071 = 3830, Fubaad 101 - S8y
D THE. Kalbats Worer 17 Jskarts Seae L7590 Teeoon G20 T9OW0OI- 10
wwen bever i gial

KOP Unit Kerja Eselon |

MEMORANDUM
Nemor: ./ /-
vth.
Dari
Hal
Tanggal
Lsbatan Perarddng e,
Tanda Tangan
Nama Lenghay, Gelar
NP

Penomoran  yang  berurutan
dalam satu tahun takwim

Memuat matrnn yang bersifat
Pt " 1oh

ntnnw N Iy
saran /pendapat kedinasan

|
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2. Naskah Dinas Korespondensi Ekstern
a. Surat Dinas

Jenis naskah dinas korespondensi eksternal ada dua macam, yaitu

surat dinas dan undangan eksternal. Bentuk surat dinas adalah

semi block style atau bentuk setengah lurus.

1) Pengertian
Naskah Dinas Korespondensi Ekstern yang selanjutnya disebut
surat dinas adalah naskah dinas pelaksanaan tugas seorang
pejabat dalam menyampaikan informasi kedinasan antara lintas
Unit Kerja Eselon I dan kepada pihak lain di luar Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

2) Wewenang Penandatanganan
Surat dinas ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas,
fungsi, wewenang dan tanggung jawabnya.

3) Susunan
a) Kepala

Bagian kepala surat dinas terdiri atas:

(1) kop surat dinas yang ditandatangani Menteri
menggunakan lambang negara berwarna emas, yang
ditandatangani pejabat atas nama Menteri menggunakan
lambang negara berwarna hitam putih disertai dengan
nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi dengan huruf kapital
secara simetris;

(2) kop surat dinas yang ditandatangani oleh pejabat selain
Menteri menggunakan logo yang disertai nama
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi dengan huruf kapital secara simetris;

(3) nomor, lampiran dan hal, diketik dengan huruf awal
kapital di sebelah kiri di bawah kop surat dinas;

(4) tanggal pembuatan surat, diketik di sebelah kanan atas
sejajar /sebaris dengan nomor;

(5) singkatan Yth. ditulis di bawah hal, diikuti dengan nama
jabatan yang dikirimi surat; dan

(6) alamat surat yang ditulis di bawah Yth.
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b) Batang Tubuh
Bagian batang tubuh surat dinas terdiri atas alinea
pembuka, isi dan penutup.

c) Kaki

Bagian kaki surat dinas ditempatkan di sebelah kanan

bawah, yang terdiri atas:

(1) nama jabatan yang ditulis dengan huruf awal kapital,
diakhiri tanda baca koma disertai, NIP dan gelar;

(2) tanda tangan pejabat;

(3) nama lengkap pejabat/penanda tangan yang ditulis
dengan huruf awal kapital;

(4) stempel/cap dinas yang digunakan sesuai dengan
ketentuan:; dan

(5) tembusan yang memuat nama jabatan pejabat penerima
(jika ada).

4) Distribusi

Surat dinas disampaikan kepada pihak yang berhak secara

cepat dan tepat waktu, lengkap serta aman. Pendistribusian

surat dinas diikuti dengan tindakan pengendalian,
5) Hal yang Perlu Diperhatikan

a) Kop surat dinas hanya digunakan pada halaman pertama
surat dinas;

b) Jika surat dinas disertai lampiran, pada lembar Lampiran
dicantumkan nomor surat, tanggal dan tanda tangan sesuai
kewenangan penandatanganan; dan

c) Hal berisi pokok surat dinas sesingkat mungkin yang ditulis
dengan huruf awal kapital pada setiap unsumya, tanpa
diakhiri tanda baca.
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Contoh 14a
Format Surat Dinas Menteri

Lambang Negara berwarmna emas dan
nama jabatan yang telsh di cetak
MENTERE DE3A, PEMBANGUNAN DAESAH TERTINGGAL DAX TRARIMIGRAR
REPLELIK [NDONESIA
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Tembusm
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Contoh 14b
Format Surat Dinas untuk selain Menteri
meummwm;tmm?mmmm ][ %OP Unit Kefa Eselon 1 dicetak
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dan dibistushi cap lembags
:::ummmmv
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b. Surat Undangan

1) Pengertian
Surat undangan adalah surat dinas yang memuat undangan
pihak luar untuk menghadiri suatu acara kedinasan tertentu,
seperti rapat, upacara dan pertemuan lain.

2) Kewenangan
Surat undangan ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan
tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawabnya.

3) Susunan
a) Kepala

Bagian kepala surat undangan terdiri atas:

(1). kop surat undangan yang ditandatangani Menteri
menggunakan lambang negara berwarna emas yang
ditandatangani pejabat atas nama Menteri
menggunakan lambang negara berwarma hitam yang
disertai nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi dengan huruf kapital
secara simetris;

(2). kop surat undangan yang ditandatangani oleh pejabat
selain Menteri menggunakan logo yang disertai nama
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi dengan huruf kapital secara simetris;

(3). nomor, lampiran dan hal yang diketik di sebelah kiri di
bawah kop surat undangan intern;

(4). tanggal pembuatan surat yang diketik di sebelah kanan
atas sejajar/sebaris dengan nomor; dan

(5). singkatan Yth. Ditulis di bawah hal, diikuti dengan
nama jabatandan alamat yang dikirimi surat undangan
intern (jika diperlukan).

b) Batang Tubuh
Bagian batang tubuh surat undangan intern terdiri atas:
(1) alinea pembuka;
(2} isi surat undangan intern, meliputi hari, tanggal, waktu,
tempat dan acara; dan
(3) alinea penutup.
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c) Kaki
Bagian kaki surat undangan intern terdiri atas nama jabatan
ditulis dengan huruf awal kapital, tanda tangan, nama pejabat
disertai gelar dan Nomor Induk Pegawal (NIP).

4) Hal yang Perlu Diperhatikan

a) Format surat undangan sama dengan format surat dinas,
bedanya adalah bahwa pihak yang dikirimi surat pada surat
undangan dapat ditulis pada lampiran;

b) Surat undangan untuk keperluan tertentu dapat berbentuk
kartu;

c) Jika surat undangan disertai lampiran, pada halaman
Lampiran dicantumkan nomor surat, tanggal dan tanda tangan
sesuai kewenangan penandatanganan; dan

d) Apabila surat undangan terdiri dari beberapa lembar, kop surat
hanya digunakan pada lembar pertama.

www.peraturan.go.id



75, 2019, No. 873

Contoh 15a
Format Surat Undangan tanda tangan Menteri

Lambang Negara berwarna emas dan
nama jabatan yang telsh dicetak

AN DESA DA s
FERUBLA DOSERIA
Sem T e e }I tanggal pemibuatan surat l
ia R
:‘”—: }l Adsmat tigjuan yang ditulis di bagian kiri I
[T — -
Sy "
: (mmm ]
P
(Nmre Py
X
Pregs Oand Tomgpd. 4o
n—' Nama Jobstan dan Nama Lengkap
e | dituls dengan hurad swal  kapital
Tts Tong dm Cop Mem dibububi cap jabatan
Yo Lage
8
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Contoh 15b
Format Surat Undangan tanda tangan selain Menteri
{ KEVENTERIGN DESA, PEMIANGINAN DATRME TERTINGGAL, DaN LU
O UNTT KERJIA FSELON T KOP Unit Kerja Eselon |
Julan Ab2a!Mua havor T akasts Pucae 10000 Telesor (0L - MO0, Falodend Q01 - 2064000
v hervev go-d
Tl Bn T }I Tangga! Pembuatan surst
Nama dan Alamat tupuan yang
]. dapat ditulis i bagian kiri dan
1y cukup  banyak,
dapat dibuat pada daftar
lampirun
:mwfmwl [ Memua ixi Surat
tempak
an
(Mhnes  Pardug)
Nava jabatan,
Nama Jabatan dan name
Tanza Tanpandan Cao Lemboga hnﬂp l. tulis o hunsd
awal kapital, gelar, NIP, dan
t:'!w Lengkap danGelr dibubahi cap lembags
}M :
x
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C. Naskah Dinas Khusus
Surat perjanjian adalah naskah dinas yang berisi kesepakatan bersama
tentang sesuatu hal yang mengikat antara kedua belah pihak atau lebih
untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang telah
disepakati bersama. Jenis perjanjian terdiri atas perjanjian dalam negeri
dan luar negeri.
1. Perjanjian Dalam Negeri
Kerja sama antar lembaga di dalam negeri, baik di tingkat pusat
maupun daerah dibuat dalam bentuk kesepahaman bersama atau
perjanjian kerja sama.
a) Wewenang dan penandatanganan
Perjanjian yang dilakukan antar lembaga di dalam negeri, dibuat
dan ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas, wewenang,
dan tanggung jawabnya.
b) Susunan
(1) Kepala
Bagian kepala terdiri atas:
(a) lambang negara (untuk Menteri) diletakkan secara
simetris, atau logo (untuk non Menteri) yang diletakkan di
sebelah kanan dan kiri atas, disesuaikan dengan
penyebutan nama lembaga;
(b) tulisan tentang ditulis dengan huruf kapital;
(c) judul perjanjian; dan
(d) nomor.
(2) Batang Tubuh
Bagian batang tubuh perjanjian kerja sama memuat materi
perjanjian, antara lain tujuan kerja sama, ruang lingkup kerja
sama, pelaksanaan kegiatan, pembiayaan, penyelesaian
perselisihan, penutup dan hal-hal lain yang menjadi
kesepakatan para pihak.
(3) Kaki
Bagian kaki perjanjian kerja sama terdiri atas nama penanda
tangan para pihak yang mengadakan perjanjian dan para
saksi (jika dipandang perlu), dibubuhi meterai sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
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Contoh 16a
Format Perjanjian Dalam Negeri yang menggunakan Lambang Negara

KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN DESA, FEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN

B T T e B P T P R ETREET P PP RIT O

kami yang bartanda tangan dibawah ini:

L4 careareespoarsns sesvenreanset’ M i Desa, Pembangunan Dasrah Tertinggal, dan
Transmugran dalam hal in: bertindak untuk dan atas
nama K 1 Desa, Pembang Iy h
Terungeal, dan T grasi, Dberkeduduk &
Jalan TMP Kalibata amor 17 Jakarta Selatan ,
selanjutnya dissbut FIHAK KESATU.

2i snssseesssend Meoteri i, dalam hal ini bertindak
untukdangatas ..... berkeduduk
a4 )7 ya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dissbut
PARA PIHAK, meneranghkan teriebih dahudu bahws:

s, FTHAK KESATU adalah Kementerian Dess, Pembangunan Dasrah Tertinggal dan
1grasi Republik Ind sa adalah K an dalam Pe: h Ind i

yang membidang urusan pembsngunsn desa dan kawsasan perdesaan,

pemberdayann masyarakat desa, p P pembang d h tertinggal dan
- - - 1 Aol ol di‘ 1 n!w'.‘ A 3

. PIHAK KEDUA adalah
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Contoh 16b
Format Perjanjian Kerja Sama menggunakan logo lembaga

@® S e

ANTARA
KEMENTEMAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAM TENRTINGGAL, DAN TRANSMIGRAS!
REFUBLIX INDONESIA

DaN
KEMENTERIAN L
TENTANO
b v o AT e NPT
NOMOR-
Fada han i, -sanggal... . bertempat da N
ks yang b A tangan & e
1 " il % - .
Dasralr Tertinggal den Transmugram dalam hal o
bertindak Ltk dan atar nama Kementersan D-
Fecobangunsn Daerah  Tertinggal, dan
mhn ﬁ Jalan TMP Kalibata amor 17 thm
dantrut FTHAK KESATY
dan atas ..., Desiosdudub & ...,
salanjuinya diesbut FIMAX KEDUA

Untuk selagjurnya FIHAK KESATU dan FIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA
PIHAK, mensmngkan tariebih daidu bakmn

-PIKAKKESM’UM' Dega, F Da-nh?em‘nuuldm
e Ind adaiah X lan dalam F rang
bids b deca dan k th berd
mde:mmmmwmmqu
P s egara tnd

b FIHAX XEDUA adaiah

Atas dasar hal tersabut, PARA PIHAK sepakat unmk gadakan Perjangian Kecja
Sama dalam penyelenggaraan £8 diatur dalam pasal-pasal
benkut wmi
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Contoh 16¢
Format Perjanjian Kerja Sama menggunakan logo lembaga

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kerja Sama melip
LN
L

PASAL 3

PASAL 4

PASAL 3

PASAL &

PASAL 7

PASAL 8

FENUTUP
Kesspahaman Bersama imi dibuat dalam rangkap 2 (dual asli masing-masiog
bermmnterni cukup dan punywi lowks hukum yung sams guns kepantingan
PARA FLHAX.
PIHAK KEDUA PIHAK KESATU
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Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan
nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang
dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di
bidang hukum publik. Perjanjian internasional dapat dilakukan
dengan satu negara atau lebih, organisasi internasional, atau
subjek hukum internasional lain berdasarkan kesepakatan; dan
para pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian
tersebut dengan itikad baik. Perjanjian internasional dilakukan
sebagai upaya untuk mengembangkan hubungan dan kerja
sama antar negara. Hubungan dan kerja sama luar negeri dapat
dilakukan atas prakarsa dari lembaga pemerintah, baik pusat
maupun daerah, serta Perwakilan Republik Indonesia di luar
negeri,

a) Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan

(1) pembuatan perjanjian internasional dibuat melalui
tahap penjajakan, perundingan, perumusan naskah,
penerimaan naskah dan penandatanganan;

(2) perjanjian internasional dibuat dan ditandatangani oleh
pejabat sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung
jawabnya: dan

(3) lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik tingkat
pusat maupun daerah, yang mempunyai rencana untuk
membuat perjanjian internasional terlebih dahulu
melakukan konsultasi dan koordinasi mengenai rencana
tersebut dengan Menteri Luar Negeri.

b) Susunan

(1) kepala
Bagian kepala terdiri atas:

(a) lambang negara tiap-tiap pihak yang diletakkan di
tengah atas;

(b) nama  pihak yang mengadakan  perjanjian
internasional/ memorandum of understanding (moul);
dan

(c) judul perjanjian internasional.
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(2) batang Tubuh

Bagian batang tubuh terdiri atas:

(a) penjelasan para pihak sebagai pihak yang terikat
oleh perjanjian internasional /MoU;

(b) keinginan para pihak;

(c) pengakuan para pihak terhadap perjanjian
internasional tersebut;

(d) rujukan terhadap Surat Minat/Surat Kehendak;

(e) acuan terhadap ketentuan yang berlaku; dan

() kesepakatan kedua belah pihak terhadap ketentuan
yang tertuang dalam pasal-pasal.

(3) kaki

Bagian kaki terdiri atas:

(a) nama jabatan pejabat penanda tangan selaku wakil
pemerintah masing-masing, tanda tangandan nama
pejabat penanda tangan, yang letaknya disesuaikan
dengan penyebutan dalam judul perjanjian internasional;

(b) tempat  dan  tanggal penandatangan  perjanjian
internasional; dan

(c) penjelasan teks bahasa yang digunakan dalam perjanjian
internasional dan segel asli.

www.peraturan.go.id



83, 2019, No. 873

Contoh 17a
Format Memorandum Of Understanding
MEMCRANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
MINISTRY OF VILLAGE, DEVELOPMENT OF DISADVANTAGED REGIONS AND TRANSMIGRATION
REPUBLIC OF INDONESIA
CONCZENING
Minictry of Village, Devalogp d”" '3 P , and Ti = Fepuklic of
Ivdonesia fhere i after referred 1o xs “KDFDTT) And ... (are in after referred to as
F iiean ), Brw i aftar rederred 1o a1 “The Parties”,
Consldering that . _is which is legally astablsed s . whosemm st .. ...
Deslsingto ... B AL L . on ths basis of sy tual respect and setel benafie,
Perwuant to the pravading laws and regulations, poitics and procedures of the goverment of the
republic of ind i tackenzal cocparation,
Hawve reached the understanding an follows
ARTICLE 1
OBJECTIVE
Tha Objective Of The M i Of Und ding DU is
ARTICLE 2
AREAS OF COOPERATION
The parties shall cocperate inthe sreas of .. Through the followng sctvites:
. .
ARTICLE 3
ARTICLE &
ARTICLE §
ARTICLE 6
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Contoh 17b
Format Memorandum Of Understanding

ARTICLE 9 AMENDMENT
This Mo be received ar armended st amythng by mitusl comsnt by the parties. Such ravision or
tmmom-l(' 8 shal enter into force on swuch date as detetmined by the partas and shall form as intagral
part of this Mog.

ARTICLE 10
AND DURATION

{11 This Mou shall commence on the date of 2% 3igning and shall renain in force peried of 3 (Ihres)
years

121 thes moumay beterminated by either Party by grng notice 19 the other Party 6 [six) months prior
Its termination.

3] thatermination of tis Moy shal not affect the validity and duration of m sctivities of m«
ubder this Mol Until the completicn of such actvities or projects, unless the Parties d

e
IN WITNESS WHERS OF, tha inderaigned, have sgeed this Memormedum of Understasdng.
DONE [ capikcateat . ths . dayof and at The Hague this .dayol Linthe

ye two thousend and fourteen in Indonesn dand Engiat languageboth texts beng equally mthertic, b
cann of vy divergence of intarpeatation language shall preval,

For Mmistry of FOR iiiitnsinnssonissnsssnss
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3. Surat Kuasa
Surat kuasa terdiri dari dua jenis, yaitu surat kuasa biasa dan surat

kuasa untuk penandatanganan perjanjian internasional (full powers).
a. Pengertian
1} Surat kuasa adalah naskah dinas yang berisi pemberian wewenang
kepada badan hukum/kelompok orang/perseorangan atau pihak
lain dengan atas namanya untuk melakukan suatu tindakan
tertentu dalam rangka kedinasan; dan
2) Surat kuasa untuk penandatanganan perjanjian internasional (full
powers) adalah surat yang dikeluarkan oleh presiden atau menteri
yang memberikan kuasa kepada satu atau beberapa.
b. Susunan
1) Kepala
Bagian kepala surat kuasa terdiri atas:
a) Kop surat kuasa terdiri dari logo dan nama lembaga, yang
diletakkan secara simetris dan ditulis dengan huruf kapital:
b) Judul surat kuasa; dan
¢) Nomor surat kuasa.
2) Batang tubuh
Bagian batang tubuh surat kuasa memuat materi yang
dikuasakan.
3) Kaki
Bagian kaki surat kuasa memuat keterangan tempat, tanggal,
bulandan tahun pembuatan serta nama dan tanda tangan para
pihak yang berkepentingandan dibubuhi meterai sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
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Contoh 18
Format Surat Kuasa

SEVENTERIGN DESA, PEMZANGUMAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSNIGRAST A2

UNIT KERJA ESELON I

wen Shaul M Norvor 7 eherts Paset JO15 Tekpery I - 300NK, s 1) - MAATT
e T ABEE C

}I KOP Unit Kerja Eselon 1

SURAT KUASA
HOMOR: .../t i o

Targ bertand tangan o baywahins,

nama
Jadatan
dan:

warrhier b bgzale
nama

Jabaran Poite

amch.

Surat ase Nl dbuat untuk

Peranmakuasa,

Tanda Tangan

Nama Lenghag
NIP,

Pamtan K,

Matura dan Taods Tangan

hara Lenglae

Pennmoran yang berurutan dalam
satu tahun takwim

Memast identian yang
memberikan  kussa dan  yung
diberikan kuass

Ilenfmi ptm)mnn_nmulg

P lain untuk melakuan suatu
tertentu

memuat  keterangan  tempat,
tanggal, bulan dan tahun
pembuatan serta nama lengkap.
gelar dan NP dan tands tangan
para itk yurg
berkepentingandan dibububy
meteral sesuai dengan peraturan
perundang-undangan
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Contoh 19
Format Surat Kuasa (Full Powers) Untuk Penandatanganan MoU

%

KEMENTERIAN DESA, FEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRAS]
REPUBLIK INDONESIA

Yaag bertanda tangan dibawak s,
Fembengunan Dasrah Terunggal, dan T : 1nd Rent Kuasa peaun
Tepada

Nama Pejabat
Jabatan | Menten/Oubernur/ Walidoota/dsb. |

usituk seenandatangses 0143 nama o i Repulik Nota Kesey antars
Pemesintah (geovens:/kota/dab) ................. Republik lod: dasn Fe I s e
asing/osgars sahadat ... @ Xega sama

sebogui bulei, siest kussa saya tesdetasgess den bubuhi materm: & Jokarta pada ..
bulas,. .. talun Sua sbu ...

Tusda Tangan dan Cap Jubstan

NAMA LENGKAP TANPA GELAR
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Contoh 20
Format Surat Kuasa Untuk Penandatanganan MoU (Dalam Bahasa Inggris)

MINISTER FOR FOREIGN AFFAIRS
REPUBLIC OF INDONESIA

FULL POWERS

The undersigned, .......fnama pejabat)....., Minister for Foreign
Affairs of the Republic of Indonesia, fully authorizes

Name of Official
Jabatan (Minister/Governor / Mayor)

to sign on behalf of the Government of the Republic of Indonesia,
the Memorandum of Understanding between the Government
of.cicuaninais Republic of Indonesia and the Government
+.v.asing/ Negara sahabat....... concerning .......... (bidang).....
cooperation.

IN WITNESS WHEREOF. 1 have signed and sealed this Full Powers
in Jakarta on this......day of...... in the year two thousand...........

Signature
(Tanpa Cap)

Name of

the Minister for Foreign
Affairs of the Republic of
Indonesia
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4. Berita Acara
a. Pengertian

Berita acara adalah naskah dinas yang berisi tentang pernyataan
bahwa memang telah terjadi suatu proses pelaksanaan kegiatan pada
waktu tertentu yang harus ditandatangani oleh para pihak dan para
saksi. Berita acara dapat disertai lampiran.

b. Susunan
1) Kepala

Bagian kepala berita acara terdiri atas:

a) kop berita acara, terdiri atas lambang negara/logo dan nama
Kementerian diletakkan secara simetris dan ditulis dengan
huruf kapital;

b) judul berita acara; dan

¢) nomor berita acara.

2) Batang tubuh

Bagian batang tubuh berita acara terdiri atas:

a) tulisan hari, tanggal dan tahun, serta nama dan jabatan para
pihak yang membuat berita acara;

b) substansi berita acara;

c) keterangan yang menyebutkan adanya lampiran; dan

d) penutup yang menerangkan bahwa berita acara ini dibuat
dengan sebenar-benarnya.

3) Kaki

Bagian kaki berita acara memuat tempat pelaksanaan

penandatanganan nama jabatan/pejabat, gelar dan NIP dan tanda

tangan para pihak dan para saksi serta dibubuhi materai sesuai
dengan perundang-undangan yang berlaku.
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KOP Urit Kenjn Eselon |

Contoh 21
Format Berita Acara
‘ WENENTERWAN DESA, PEMBANGUNAN CAERAH DAN TRANSMIGRAS 81
@ UNIT KERJIA ESELON ©
Sl Rbond My Soree T Jespts Suaet 10703 Talepon 327 - 1835134, Pt 377 - Semden
Jaur TME Sadoats Meres 17 Lacats Saaan 12758 Tewpan 021 - T365612 - 10
WA BaTeTINL g3 &
BERITA ACARA
WOMOK: oo o) e

Padasanng .. e .., t
cee (nama pegsbat),  (NIP dan jaeatar), sclnjutra dsabu Phax Kesaty,

1
Qn
2 dphakian) . remiutnyd deebit Phak Kedusy,
telsh mesksanakan

1 den senetusiy e
Dertin scatw o bl deogan semunpitana budesaian

dhust i
Phak <ezua, Phak Keaany,
Tanta Tangan Tanda Tangas
Kama Lergtap Nama Lergep
HMegetahu Mengesybian

Kama Jatatan,

Tanda Targan

Mania Lwsgkag

(=]

Penomoran vang berurutan dalam satu tabun
takwim

Memunt identitas para  phhak  yang
kegatan

Memusat krgstan vang didaksanakan |

\.‘.J

Kota sesuai dengan slomat dan  tanggal
penandatanganan

T

Memuat
nama  jabatan

B don W e (ks s pin et

dan para saksi sertn dbubuhi materad sesual

herlak
gan p L1 gAn yang
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¢. Lampiran Berita Acara
Lampiran berita acara adalah dokumen tambahan yang berisi antara
lain laporan, notulensi, memori daftar seperti daftar aset/arsip yang
terkait dengan materi muatan suatu berita acara.
5. Surat Keterangan
a. Pengertian
Surat keterangan adalah naskah dinas yang berisi informasi
mengenai hal, peristiwa atau tentang seseorang untuk kepentingan
kedinasan.
b. Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan
Surat keterangan dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang sesuai
dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.
¢. Susunan
1) Kepala
Bagian kepala surat keterangan terdiri atas:
a) Kop surat keterangan, terdiri atas logo dan nama Kementerian
diletakkan secara simetris dan ditulis dengan huruf kapital;
b) Judul surat keterangan; dan
c) Nomor surat keterangan,
2) Batang Tubuh
Bagian batang tubuh surat keterangan memuat pejabat yang
menerangkan mengenai sesuatu hal, peristiwa, atau tentang
seseorang yang diterangkan, maksud dan tujuan diterbitkannya
surat keterangan.
3) Kaki
Bagian kaki surat keterangan memuat keterangan tempat, tanggal,
bulan, tahun, nama jabatan, tanda tangan dan nama pejabat yang
membuat surat keterangan tersebut. Posisi bagian kaki terletak
pada bagian kanan bawah.
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Contoh 22a

Format Surat Keterangan tentang Seseorang

@

SEVERTERIAN DESS, PEMBANGURAN DSERA| TERTINGGAL, DAN TRANSNIGRAS] RI
SEKREVARIAT JENDERAL
S N d P Bwrver 7 ke Pyl 33130 T 300 = MOREH, hloirsh 0%« Bwint’
Jmiae THE. Kaikem Moo £ Tikarta Seba (000 Telaan 004 - 26 - 13
ww ncea g 8

KOP Unit Kerja Eselon [

SURAT KETERANGAN
NOMOR _/..[...

Yang bezanda tangan dbamsh mi,
ATa 1

L]
Jabatan
Dengae 194 mensrangean batws
Nt 2
g 3

Jabatan
2an setenisnys

Tands Tangan & Lap LemBaga

Nama Lenghag dan Gelar
i

Penomoaran yang berurutan dalam satu tahun
takwim

Memuat  wentitas  yung
keterangan

memberikan

Memuat  idectitas  yang  memberikan
keterangan

AL e

ipenal susty bhal atay
sesearang untuk kepentingan kedinasan

Kota sesum dengan slamat dan tanggal
penandatanganan

Nama Jabstan dan Nama Le vang
dituls dengan huruf aual kapital, gelsr dan
NIP dibubuhi cap lembagn
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Contoh 22b
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Format Surat Keterangan tentang peristiwa

@ SCRRETARIAT JENDERAL

Juhe 5 W b T Jskets Faret 811D Teleoon 003 - IO, el 1 206000
ey TN, ks Thwas L0 L e s LN Tl 301+ ML - 1R
v heerdis o

SURAT KITTIAMGAN
ROHOR S

Y asrarcs targan dtanah 1y,
natae H

nr

rhergan il mmecaghar sabas poads Dar
JR PUTT I L TR TIPS 1 PLUESE S

Fejatat Fervbau Keniranmgar,
Tanda Targan & Go Lerkags

A Lenghao 4 G
w0

Memuat  identitas  yang  memberikan

lertrranaan

I

Memuat informasi me suatu hal atms
o ot o

-

Kota sesuai dengan  alamat  dan  tanggsl

penandatanganan

Nama J Kama Lei 1
engan et s kagial pelae WP dvateats
@p
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6. Surat Pengantar
a. Pengertian

Surat pengantar adalah naskah dinas yang digunakan untuk
mengantar/menyampaikan barang atau naskah,
b. Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan
Surat pengantar dibuat dan ditandatangani oleh pejabat baik yang
mengirim dan menerima sesuai dengan tugas, wewenang dan
tanggung jawabnya.
c. Susunan
1) Kepala
Bagian kepala surat pengantar terdiri atas:
a) kop surat pengantar;
b) nomor;
c) tanggal:
d) nama jabatan/alamat yang dituju; dan
e) tulisan surat pengantar yang diletakkan secara simetris.
2) Batang Tubuh
Bagian batang tubuh surat pengantar dalam bentuk kolom terdiri
atas:
a) nomor urut;
b) jenis yang dikirim;
c) banyaknya naskah/barang; dan
d) keterangan.
3) Kaki
Bagian kaki surat pengantar terdiri atas:
a) pengirim yang berada di sebelah kanan, yang meliputi:
(1) nama jabatan pembuat pengantar;
(2) tanda tangan;
(3) Nama dan NIP; dan
(4) stempel jabatan/lembaga.
b) penerima yang berada di sebelah kiri, yang meliputi:
(1) nama jabatan penerima;
(2) tanda tangan;
(3) nama dan NIP;
(4) cap lembaga;
(5) nomor telepon/faksimile; dan
(6) tanggal penerimaan.
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d. Hal yang Perlu Diperhatikan
Surat pengantar dikirim dalam dua rangkap, yaitu lembar pertama
untuk penerima dan lembar kedua untuk pengirim.
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-06-

Contoh 23

Format Surat Pengantar

KIMINTIRIAN DESA, POMBANGUNAN DAZSAM TERTINGGAL, TAN

® -
e

=

SEXRETARIAT JENDERAL

M Rarvar 7 Jakas Putas LD Twagae 201 - TE00T4. Fakwien 002 - JG4R0T
TP, Knitaca Rorsor 17 Tokacs Sebagan L2750 Twages E21 . D906AL3 - 48
WA ATl oo 3
Jacerta, (Tgl-pla-Tha)
wnh
SURAT PENGANTAR
NOMOR: f ). )
[ Naskar Dean yarg Parryskry g
dhinnksn
Dratmataegoal ...
Pecerma Perering
Nare Jabeear, Hara Jabiatas,
Tards targan Tanda tlangan dae Cap Jaaten
Nerms Larghas Nama Legeap
|| SESOREEN N, S
No. Telegor

}l KOP Unit Kerja Eselon | l

}I Tempat dan tangza! pembuastan surat |

Rama jabatan dan nama lengicap daulis
> dengan huruf awal kapital
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7. Pengumuman
a. Pengertian

Pengumuman adalah naskah dinas yang memuat pemberitahuan
tentang suatu hal yang ditujukan kepada semua pejabat/
pegawai/perseorangan/lembaga, baik di dalam maupun di luar
Kementerian.

b. Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan
Pengumuman dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang
berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk.

c. Susunan
1) Kepala

Bagian kepala pengumuman terdiri atas:

a) kop pengumuman terdiri dari logo dan nama Kementerian, yang
ditulis dengan huruf kapital secara simetris;

b) tulisan pengumuman dicantumkan di bawah logo Kementerian,
yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris dan nomor
pengumuman dicantumkan di bawahnya;

c) kata tentang yang dicantumkan di bawah pengumuman ditulis
dengan huruf kapital secara simetris; dan

d) rumusan judul pengumuman, ditulis dengan huruf kapital
secara simetris di bawah tentang.

2) Batang Tubuh

Batang tubuh pengumuman hendaknya terdiri atas:

a) alasan tentang perlunya dibuat pengumuman;

b) peraturan yang menjadi dasar pembuatan pengumuman; dan

c) pemberitahuan tentang hal tertentu.

3) Kaki

Bagian kaki pengumuman ditempatkan di sebelah kanan, yang

terdiri atas:

a) tempat dan tanggal penetapan;

b) nama jabatan pejabat yang menetapkan, ditulis dengan huruf
awal kapital, diakhiri dengan tanda baca koma;

c) tanda tangan pejabat yang menetapkan;

d) nama lengkap, NIP dan gelar ditulis dengan huruf awal kapital;
dan

e) cap dinas.
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-08-

Contoh 24
Format Pengumuman

CEPERTERIAN TE53, PENSANGUWIN CLERIH TERTING L,
SEKRETARIAT JENDERAL
e Aot 4 A Romor 7 dearn Rt 1K)
e THE, Kt omer 17 Jesrts Sanien

Tongor T4 2000004 Peoied T4 2004007
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Teewvarkan 4 1

Ve tasgodl
wana sbanan,

Tandy argandar Coo Lerteds

v beghas sanala
o

KOP Unié Kega Eselon | dicetak
berwarna

Kotn sesusi dengan alemat dan tanggel
penandatanganan

Nama jabatan dan nama lengicap ditulis
dengan huruf awal kapital, NIP dan gelar

e gy T
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C. Laporan
1. Pengertian

Laporan adalah naskah dinas memuat pemberitahuan tentang
pelaksanaan suatu kegiatan /kejadian.
2. Wewenang Pembuatan dan Penandatangan
Wewenang pembuatan laporan dilakukan oleh pejabat/staf yang diberi
tugas. Laporan ditandatangani oleh pejabat/staf yang diserahi tugas.
3. Susunan
a. Kepala
Bagian kepala laporan memuat judul laporan ditulis dalam huruf
kapital dan diletakkan secara simetris.
b. Batang Tubuh

Bagian batang tubuh laporan terdiri atas:

1) Pendahuluan, memuat penjelasan umum, maksud dan tujuan,
serta ruang lingkup dan sistematika laporan;

2) Materi laporan, terdiri atas kegiatan yang dilaksanakan, faktor
yang mempengaruhi, hasil pelaksanaan kegiatan, hambatan yang
dihadapi dan hal lain yang perlu dilaporkan;

3) Simpulan dan saran, sebagai bahan masukan dan pertimbangan; dan

4) Penutup, merupakan akhir laporan, memuat harapan/ permintaan
arahan/ucapan terima kasih.

c. Kaki

Bagian kaki laporan ditempatkan di sebelah kanan bawah dan terdiri

atas:

1) tempat dan tanggal pembuatan laporan;

2) nama jabatan pejabat pembuat laporan, ditulis dengan huruf awal
kapital;

3) tanda tangan; dan

4) nama lengkap, ditulis dengan huruf awal kapital.
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Contoh 25
Format Laporan

SEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TEATINGGAL, DAN TRAWEMIGRAST R2

KOP Unit Kern Eselon 1

Judul laporan yung dihulis dengan huruf
kapital

§
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Memust lsporan tentang pelaksansan tugss
danasan

Xota sesusi dengan alamat dan tanggal
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LY I } penandatanganan, nama jabatan awal iapital
Hama lasdan,
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Narma Langao, Gele
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D. Telaahan Staf
1. Pengertian

Telaahan staf adalah bentuk uraian yang disampaikan oleh pejabat atau
staf yang memuat analisis singkat dan jelas mengenai suatu persoalan
dengan memberikan jalan keluar/pemecahan yang disarankan.

2. Susunan
a. Kepala

Bagian kepala telaahan staf terdiri atas:

1) judul telaahan staf dan diletakkan secara simetris di tengah atas;
dan

2) uraian singkat tentang permasalahan.

b. Batang Tubuh

Bagian batang tubuh telaahan staf terdiri atas:

1) Persoalan, memuat pernyataan singkat dan jelas tentang persoalan
yang akan dipecahkan;

2) Praanggapan, memuat dugaan yang beralasan, berdasarkan data
yang ada, saling berhubungan sesuai dengan situasi yang dihadapi
dan merupakan kemungkinan kejadian di masa yang akan datang;

3) Fakta yang mempengaruhi, memuat fakta yang merupakan
landasan analisis dan pemecahan persoalan;

4) Analisis pengaruh praanggapan dan fakta terhadap persoalan dan
akibatnya, hambatan serta keuntungan dan kerugiannya,
pemecahan atau cara bertindak yang mungkin atau dapat
dilakukan;

5) Simpulan, memuat intisari hasil telaahan, yang merupakan pilihan
cara bertindak atau jalan keluar; dan

6) Tindakan yang disarankan, memuat secara ringkas dan jelas saran
atau usul tindakan untuk mengatasi persoalan yang dihadapi.

c. Kaki

Bagian kaki telaahan staf ditempatkan di sebelah kanan bawah, yang

terdiri atas:

1) nama jabatan pembuat telaahan staf ditulis dengan huruf awal
kapital;

2) tanda tangan;

3) nama lengkap: dan

4) daftar lampiran (jika diperlukan).
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Contoh 26
Format Telaahan Staf
TELAAHAN STAF
TENTANG
Puleok Perscalan
B P ) p geat dan jelas 1entang persoalan yang
Praangyapun
Pranygapan dugans yany beral bard at date dan saling
b seguai dengan situast Fang dihadap: dan merug L Rk
keadian di masa
Fktn dan dutn
Aagian fakra yang mampangarishi mennes fakta yang marspakan iand !
dan pemecahan persoaian
. Asalisas

Bagian ini Jisis peaganih peasnggapan dan fakaa tarhadap persoalan
serts ¥a, hamb serta dan ker serta

At jalan kaluar sabagni prrscaban peracann yang dihodagni,

. Kesmgulas
Hapian sumpulan memuat atisart hasd disicus: dan pilshan daa satu cara bertndai
. Saran
ginn snran secarm rinphkas dan jelas 1 mnran tindalos untuk

mengatas persanian yvang dibindapi.

Tanda Tangan
Nama Lengkap
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F. Sertifikat

1. Pengertian
Sertifikat adalah pernyataan tertulis dari pejabat yang berwenang yang
diberikan kepada seseorang atau lembaga karena keikut
sertaannya/perannya dalam suatu kegiatan dan digunakan sebagai
alat bukti yang sah.

2. Wewenang Pembuatan dan Penandatangan
Sertifikat ditandatangani oleh Mentri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi dan atau Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
sesuai dengan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawabnya.

3. Susunan
a. Kepala

Bagian kepala sertifikat terdiri dari:

1) lambang negaraf/logo dan nama Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi diletakkan
secara simetris dan ditulis dengan huruf kapital,

2) sertifikat yang ditandatangani oleh Menteri menggunakan
lambang negara, sertifikat yang ditandatangani oleh Pejabat
Pimpinan Tinggi Madya menggunakan logo Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan

3) judul sertifikat.

b. Batang tubuh

Bagian batang tubuh sertifikat terdiri atas:

1) nama yang diberi sertifikat dan keterlibatan/perannya dalam
kegiatan yang diadakan;

2) judul kegiatan; dan

3) masa berlaku/ Tanggal pelaksanaan kegiatan;

c. Kaki

Bagian kaki sertifikat terdiri dari:

1) nama kota tempat penandatanganan;

2) tanggal saat penandatanganan;

3) nama jabatan penandatangan, ditulis dengan huruf kapital
pada setiap awal kata;

4) nama pejabat penandatangan, ditulis dengan huruf kapital
pada setiap awal kata; dan

5) cap Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi.
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d. Hal yang harus diperhatikan
apabila sertifikat yang dikeluarkan diperuntukkan kepada
masyarakat, maka format menyesuaikan,
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Contoh 27
format sertifikat

@

KEMENTERIAN DFESA, PEMIANGUNAN DAF RAM TERTINGGAL, AN TRANSMIGRAST
REPUDL T TNDONFSTA

SERTIFIKAT
NSt & e o
Diberikan kepada :

Nama

Teerpat/T anggal Lahie

NIP

Jabiatan

Inetaesi

TELAH MENGIKUTI

Pelatban Tabun . yang deslenggerskan oeh Pusst Pendidkan dan Pelsthan Pegawai Aparatur Sipl Negaras,
Kemantarian Desa, Pambangunan Daerah Terunggal, dan Transmigrasi dar targgal ... sampa dengan ... A ... yang
mwEputl L Jarm pelatiban,

Jakarts, ...

Kepale Badan Penefitian dan Pengembangan,
Pendidikon dan Pelatihan, dan Informasi

Nama lengkap don NIP
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G. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan

1. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan merupakan suatu bukti
yang sah bahwa seseorang telah selesai atau lulus mengikuti
pendidikan dan pelatihan.

2. Wewenang Pembuatan dan Penandatangan
Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan ditandatangani oleh
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang mempunyai fungsi, tugas,
wewenang dan tanggung jawab.

3. Susunan
a. Kepala

Bagian kepala Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan terdiri

dari:

1) logo Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi dan nama lembaga diletakkan secara simetris dan
ditulis dengan huruf kapital; dan

2) tulisan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan
dicantumkan di bawah tulisan Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, ditulis
dengan huruf kapital secara simetris dan nomor dicantumkan di
bawahnya.

b. Batang tubuh

Bagian batang tubuh STTPL terdiri dari:

1) dasar hukum;

2) identitas peserta;

3) tulisan lulus yang ditulis dengan huruf kapital; dan

4) nama diklat yang diikuti dan tanggal pelaksanaanya.

c. Kaki

Bagian kaki STTPL terdiri dari:

1) nama kota tempat penandatanganan;

2) tanggal saat penandatanganan;

3) nama jabatan penandatangan, ditulis dengan huruf capital pada
setiap awal kata;

4) nama pejabat penandatangan, ditulis dengan huruf capital pada
setiap awal kata; dan

5) tanda tangan cap logo Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi.
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Contoh Format 28
Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan

REPUINLEK INDONSSTA

SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIIAN

Noinar :

Badan Penettian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatinan, dan Infamast Kementenan Desa, Pembangunan Dasvah
Tertnggal, dan Transmegrasi Nomaor ..., dan ketentuan pelaksanaannyas menyatakan bahwa @

Namas

Tetngat Tanggel Lahir

NIP

Pangkaty Golungan

Jabatan

Instans

LULUS

Kualifikasi

Pada Felathan Angkatan . Tahun .. yang disslenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Peathan Pegawa Aparatur Sipd
Negars, Kementenan Dess, Pembangunan Daerah Terunggs! dan Transmigras dan tanggal ... sampai dengan ....... &
Hogor yang malipati ... Jam pelatihan.,

Jakarta,

Kepala Badan Penclitian dan Pengembangan,
Pendidikan dan Pelatihan, dan Inlormasi
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H. Formulir
Formulir adalah bentuk pengaturan alokasi ruang atau lembar naskah
untuk mencatat berbagai data dan informasi. Formulir dibuat dalam
bentuk kartu atau lembaran tercetak dengan judul tertentu berisi
keterangan yang diperlukan.

I. Naskah Dinas Elektronik
Naskah dinas elektronik adalah naskah dinas berupa komunikasi informasi
vang dilakukan secara elektronis atau terekam dalam multimedia
elektronis.
Ketentuan lebih lanjut tentang tata naskah dinas elektronis diatur sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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BAB III
PEMBUATAN NASKAH DINAS

A. Persyaratan Pembuatan
Setiap naskah dinas merupakan intisari dari pemikiran yang ringkas dan
jelas sesuai dengan maksud dan tujuan dibuatnya naskah dinas, disusun
secara sistematis. Dalam pembuatannya perlu memperhatikan syarat-
syarat sebagai berikut:
1. Ketelitian
Naskah dinas harus mencerminkan ketelitian dan kecermatan, baik
dalam bentuk, susunan, pengetikan, isi, struktur, kaidah bahasa
maupun penerapan kaidah ejaan di dalam pengetikan.
2. Kejelasan
Naskah dinas harus memperlihatkan kejelasan maksud dari materi yang
dimuat dalamnya.
3. Logis dan Singkat
Naskah dinas harus menggunakan bahasa Indonesia yang formal, logis,
singkat, padat dan lengkap sehingga mudah dipahami.
4. Pembakuan
Naskah dinas harus mengikuti aturan yang berlaku sehingga dapat
menjamin terciptanya arsip yang autentik dan reliable.
B. Penomoran Naskah Dinas
Penomoran pada naskah dinas merupakan bagian penting dalam proses
penciptaan arsip. Oleh karena itu, susunannya harus dapat memberikan
kemudahan penyimpanan, pengamanan, penemuan kembali, dan penilaian
arsip.
1. Pelayanan Penomoran Naskah Dinas
a) Subbagian Tata Usaha Menteri Biro Sumber Daya Manusia dan

Umum:

1) Melayani penomoran naskah dinas korespondensi eksternal yang
ditandatangani Menteri (Surat Dinas, Surat Undangan, Surat
Permohonan, Surat Tugas, Surat Perintah).

2) Melayani Penomoran naskah dinas khusus yang ditandatangani
Menteri (Sertifikat).

b) Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal Biro Sumber Daya

Manusia dan Umum Melayani Penomoran untuk naskah dinas

internal nota dinas tandatangan Sekretaris Jenderal.
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c) Subbagian Persuratan dan Kearsipan:

1) Penomoran naskah dinas korespondensi internal dan eksternal
yang ditandatangani Sekretaris Jenderal (Surat Dinas, Surat
Undangan, Surat Pernyataan/Persetujuan, Surat Keterangan,
Surat Tugas, Surat Perintah, Surat Kuasa, Pengumuman, Surat
Izin, Surat Pengantar, Memorandum).

2) Penomoran naskah dinas korespondensi internal dan eksternal
yang ditandatangani Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan
Umum (Surat Dinas, Surat Undangan, Nota Dinas, Surat
Pernyataan /Persetujuan, Surat Keterangan, Surat Tugas, Surat
Kuasa, Surat Perintah, Pengumuman, Surat Izin, Surat Pengantar,
Memorandum, Berita Acara).

d) Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana melayani Penomoran
Naskah dinas yang ditandatangani Menteri dan Sekretaris Jenderal
(Peraturan, Keputusan, Instruksi, Pedoman Umum, Petunjuk
Pelaksanaan /Petunjuk Teknis, Standar Operasonal Prosedur, Naskah
Kesepahaman Bersama, Surat Kuasa, Berita Acara, Surat Pengantar,
Surat Edaran).

¢) Penomoran Naskah dinas yang ditandatangani oleh Pimpinan Tinggi
Madya (Keputusan, Instruksi, Pedoman Teknis, Petunjuk
Pelaksanaan/Petunjuk Teknis, Standar Operasonal Prosedur,
Perjanjian Kerja Bersama, Surat Kuasa, Berita Acara, Surat Pengantar,
Surat Edaran) dikeluarkan oleh bidang/bagian yang menangani
persuratan di unit kerja masing-masing.

f) Penomoran Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Pimpinan Tinggi
Pratama dilakukan di setiap subbagian TU/Subbagian Persuratan/
Subbagian Umum yang ada di masing-masing Unit Kerja Eselon II

g) Penomoran Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Balai
dilakukan di setiap subbagian TU/ Subbagian Umum yang ada di
masing-masing Balai.

h) Tidak mengeluarkan penomoran naskah dinas pada tanggal merah
dan/atau hari libur dan apabila pejabat berwenang tidak berada
ditempat.

i) Naskah Dinas yang memiliki lampiran agar dibubuhi tanda tangan,
nomor dan tanggal sesuai dengan kewenangan penandatanganan
naskah dinas tersebut.
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2. Nomor Naskah Dinas Arahan
a. Peraturan, Pedoman, Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis,
Instruksi dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Susunan nomor naskah dinas yang bersifat pengaturan terdiri atas
tulisan Nomor, nomor naskah (nomor urut dalam satu tahun takwim),
tulisan Tahun dengan huruf kapital dan tahun terbit.

Contoh Format Penomoran Peraturan

PERATURAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
POLA KLASIFIKASI ARSIP
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

Keterangan:

NOMOR : Tulisan nomor

1 : Nomor naskah [nomor urut dalam satu tahun takwim)
TAHUN : Tulisan tahun

2017 : Tahun terbit

b. Keputusan
Susunan nomor keputusan terdiri atas tulisan Nomor, nomor naskah
(nomor urut dalam satu tahun takwim), tulisan Tahun dengan huruf
kapitaldan tahun terbit.
Contoh Format Penomoran Keputusan

KEPUTUSAN MENTERI
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA ARSIP

Keterangan:

NOMOR : Tulisan nomor

3 : Nomor naskah (nomor urut dalam satu tahun takwim)
TAHUN  : Tulisan tahun

2017 ¢ Tahun terbit
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c. Surat Edaran
Susunan nomor surat edaran terdiri atas tulisan Nomor, nomor
naskah (nomor urut dalam satu tahun takwim), tulisan Tahun dengan
huruf kapital, dan tahun terbit.
Contoh Format Penomoran Surat Edaran
SURAT EDARAN
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
UPACARA PERINGATAN HARI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA

Keterangan:

NOMOR : Tulisan nomor

2 : Nomor naskah (nomor urut dalam satu tahun takwim)
TAHUN : Tulisan tahun

2017 : Tahun terbit

d. Surat Perintah/Surat Tugas
Susunan nomor terdiri atas nomor naskah (nomor urut dalam satu
tahun takwin), kode klasifikasi arsip dan tahun terbit.

Contoh Format Penomoran Surat Perintah

SURAT PERINTAH
NOMOR 1/HK.05.01/2017

Keterangan:
NOMOR : Tulisan nomor
1 : Nomor Urut Naskah
HK.05.01 : Kode Klasifikasi
2017 : Tahun terbit
Contoh Format Penomoran Surat Tugas
[ SURAT TUGAS ]
NOMOR 1/UM.00.06/2017
Keterangan:
NOMOR : Tulisan nomor
1 : Nomor Urut Naskah
UM.00.06 : Kode Klasifikasi
2017 : Tahun terbit
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2. Nomor Naskah Dinas Korespondensi
a. Nota Dinas
Susunan nomor nota dinas terdiri atas nomor naskah (nomor urut
dalam satu tahun takwin), kode klasifikasi arsip, bulan terbit, dan

tahun terbit.
Contoh Format Penomoran Nota Dinas
NOTA DINAS
NOMOR 4/UM.01.05/X1/2017
Keterangan:
NOMOR : Tulisan nomor
B : Nomor Urut Naskah
UM.01.05 : Kode Klasifikasi
XI : Bulan terbit
2017 : Tahun terbit

b. Surat Undangan
Susunan nomor surat undangan terdiri atas nomor surat undangan
(nomor urut dalam satu tahun takwim), kode klasifikasi arsip, bulan
terbit, dan tahun terbit.
Contoh Format Penomoran Surat Undangan

Nomor : 6/KP.02.01/X/2017

Keterangan:

6 : Nomor Urut Naskah
KP.02.01 : Kode Klasifikasi

v : Bulan Terbit

2007 : Tahun terbit.

c. Memorandum
Susunan nomor memorandum terdiri atas nomor naskah (nomor
urut dalam satu tahun takwim), kode klasifikasi arsip,bulan terbit,
dantahun terbit.
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Contoh Format Penomoran Memorandum

MEMORANDUM
Nomor: 7/PR.04.01/IV/2017

Keterangan:

7 : Nomor Urut Naskah
PR.04.01 : Kode Klasifikasi

v : Bulan Terbit

2017 : Tahun terbit

d. Surat Dinas
Susunan nomor surat dinas terdiri atas tingkat keamanan surat
dinas (S/SR/R/B), nomor naskah (nomor urut dalam satu tahun
takwin), kode klasifikasi arsip, dan tahun terbit.

Contoh Format Penomoran Surat Dinas

[ Nomor: 11/HM.02.05/X1/2017 ]
Keterangan
11 : Nomor Urut Naskah
HM.02.05 : Kode Klasifikasi
X1 : Bulan terbit
2017 : Tahun terbit

3. Nomor Naskah Dinas Khusus
Susunan nomor naskah dinas khusus meliputi:
a. jenis naskah dinas
1) Surat Perjanjian
2} Surat Kuasa
3) Berita Acara
4) Surat Keterangan
5) Surat Pengantar
6) Pengumuman
. nomor naskah (nomor urut dalam satu tahun takwim)
kode klasifikasi arsip
. bulan terbit
tahun terbit

e an o

www.peraturan.go.id



115 2019, No. 873

Contoh Format Penomoran Naskah Dinas Khusus

[ Nomor: 12/KP.00.02/X1/2017 ]
Keterangan:
12 : Nomor Urut Naskah
KP.00.02 : Kode Klasifikasi
X1 : Bulan terbit
2017 : Tahun terbit

4. Piagam Penghargaan
Susunan nomor piagam penghargaan terdiri atas Nomor piagam
penghargaan (nomor urut dalam satu tahun takwim), Kode klasifikasi
dan Tahun terbit.
Contoh Format Penomoran Piagam Penghargaan

[ PIAGAM PENGHARGAAN ]
NOMOR : 06/UM. 00.06/2017

Keterangan :

06 : Nomor Urut Piagam

UM.00.06 : Kode Klasifikasi

2017 : Tahun Terbit

5. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)
Susunan nomor STTPL terdiri atas nomor STTPL (nomor urut dalam satu
tahun takwim), kode klasifikasi, bulan terbit dan tahun terbit.

Contoh Format Penomoran STTPL

Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan
NOMOR : 21/BLL0O1.02/VIIl/2017

C. Penggunaan Kertas, Amplop, dan Tinta

Kertas, amplop, dan tinta merupakan media/sarana surat-menyurat untuk

merekam informasi dalam komunikasi kedinasan.

1. Kertas Surat

a. Penggunaan Kertas
1) Kertas yang digunakan untuk kegiatan dinas adalah HVS minimal

80 gram, antara lain untuk kegiatan surat-menyurat,
penggandaan, dan dokumen pelaporan.
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2) Pembuatan naskah dinas hingga draf final yang dibubuhi paraf
tidak boleh menggunakan kertas bekas karena naskah dinas dari
draf sampai dengan ditandatangani merupakan satu berkas arsip.

3) Naskah dinas yang bernilaiguna sekunder atau permanen, harus
menggunakan kertas dengan standar sebagai berikut:

a. gramatur minimal 80 gram/ m?%

b. ketahanan sobek minimal 350 mN;

c. ketahanan lipat minimal 2,42 (metode schopperj atau 2,18
(metode mit);

d. Ph pada rentang 7,5-10;

e. kandungan alkali kertas minimal 0,4 mol asam/kg; dan

f. daya tahanoksidasi mengandung bilangan kappa minimal 5.

4) Kertas yang digunakan untuk naskah dinas ukurannya

disesuaikan dengan jenis naskah yang terdiri atas:

a) naskah dinas arahan menggunakan kertas F4;

b) naskah dinas korespondensi menggunakan kertas A4;

c) naskah dinas khusus menggunakan kertas A4;

d) laporan menggunakan kertas A4; dan

e) telaahan staf menggunakan kertas A4,

2. Amplop

Amplop adalah sarana kelengkapan penyampaian surat, terutama untuk
surat keluar lembaga. Ukuran, bentuk, dan warna sampul yang
digunakan untuk surat-menyurat di lingkungan lembaga, diatur sesuai
dengan keperluan lembaga masing-masing dengan mempertimbangkan
efisiensi.
a. Ukuran

Ukuran amplop yang digunakan untuk pengiriman naskah dinas

disesuaikan dengan jenis, ukuran, dan ketebalan naskah dinas yang

akan didistribusikan.
b. Warna

Amplop naskah dinas menggunakan kertas berwarna putih atau

coklat muda.

c. Penulisan Pengirim dan Tujuan

Pada amplop harus dicantumkan alamat pengirim dan alamat tujuan.

Alamat pengirim berupa lambang negara/logo lembaga, nama

lembaga/jabatan, serta alamat lembaga, sedangkan alamat tujuan
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naskah dinas ditulis lengkap dengannama jabatan/lembaga dan
alamat lembaga.
. Cara Melipat dan Memasukkan Surat ke dalam Sampul
Surat yang siap untuk dikirim dilipat sesuai ukuran amplop dengan
mempertemukan sudut-sudutnya agar lipatannya lurus dan
rapidengan kepala surat menghadap ke depan ke arah
penerima/pembaca surat. Pada amplop yang mempunyai jendela
kertas kaca, kedudukan alamat tujuan pada kepala surat harus tepat
pada jendela amplop.
Contoh Format Melipat Kertas Surat

B -

e ey

|
O
/ Kedua, iga bagian atac
lembaran as surat
dilipat ke belakang
 CE—
Ketiga, surat dimasukkan
ke dalam sampul dengan
bagian kepala surat
mmgha.dapb.ke depan_ ke
arah pembaca penenma
| D,
Pada sampul vang

menggunakan jendela kertas
kaca, alamat tujuan pada
kepala surat harus tepat di
balik jendela kertas kaca
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D. Penggunaan Logo dan Kop Surat
1. Kop Naskah Dinas Jabatan
Kop naskah dinas jabatan hanya ada satu, yaitu jabatan Menteri. Kop
naskah dinas jabatan Menteri dengan lambang Garuda warna emas,
bertuliskan MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,
DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, menggunakan kertas
ukuran A4 untuk naskah dinas korespondensi dan F4 untuk naskah
dinas arahan, ditulis dengan huruf kapital yang ditebalkan (bold), jenis
huruf Tahoma 12, spasi 1, diletakkan di tengah margin dan warna huruf
hitam.
Contoh kop naskah dinas jabatan Menteri

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

MINISTRY OF VILLAGE, DEVELOPMENT OF DISADVANTAGED REGION, AND TRANSMIGRATION
REPUBLIC OF INDONESIA

Kop naskah dinas unit organisasi digunakan untuk pengetikan naskah
dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang atau atas nama
pejabat atasannya. Bagi unit organisasi yang telah memiliki ISO dapat
mencantumkan di sebelah kanan atas pada kop naskah dinas. Begitu
juga, hal serupa dapat juga mencantumkan logo tematik pada bagian
kaki naskah dinas.
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Kop naskah dinas unit organisasi terdiri atas:
a) Kop naskah dinas Kementerian
1) Kop naskah dinas arahan dengan logo garuda hitam putih

bertuliskan KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI, ditulis dengan huruf
kapital yang ditebalkan, jenis huruf Tahoma ukuran 12 untuk
nama Kementerian dan ukuran 9 untuk alamat, spasi 1, rata
tengah, warna huruf hitam, menggunakan border bawah berupa
garis tebal dipergunakan untuk pengetikan naskah dinas yang
ditandatangani oleh pejabat struktural Eselon 1 atas nama
Menteri.
Contoh Kop Naskah Dinas Arahan

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

2) Kop naskah dinas korespondensi menggunakan logo garuda hitam
putih  bertuliskan KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI, ditulis dengan
huruf kapital yang ditebalkan, jenis huruf Tahoma ukuran 12
dipergunakan untuk  pengetikan naskah dinas yang
ditandatangani oleh pejabat struktural Eselon I atas nama
Menteri.

Contoh Kop Naskah Dinas Korespondensi
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b) Kop naskah dinas Sekretariat Jenderal, dengan logo berwarna di
sebelah kiri yang bertuliskan KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI menggunakan huruf
kapital, rata tengah, jenis huruf Tahoma ukuran 12 untuk nama
Kementerian, di bawahnya ditulis SEKRETARIAT JENDERAL dengan
huruf jenis kapital jenis huruf Tahoma, ditebalkan, ukuran 14, untuk
alamat ditulis dengan jenis huruf Tahoma ukuran 9, rata tengah, spasi
1, menggunakan border bawah rata kanan kiriyang terdiri atas dua
garis tebal dan tipis. Kop naskah dinas Sekretariat Jenderal digunakan
untuk pengetikan naskah dinas di lingkungan Sekretariat Jenderal.
Contoh Kop Naskah Dinas Sekretariat Jenderal

/"‘“ KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI

4 &\ SEKRETARIAT JENDERAL
Jakan Abdul Muls Nomor 7 Jakarta Pusat 10110 Telepon 021 — 3500334, Faksimill 021 - 3864607
\ / Jalan TMP. Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750 Telepon 021 - 7989912 - 19
www.kemendesa.go.id

c) Kop naskah dinas Inspektorat Jenderal, dengan logo berwarna di
sebelah kiri yang bertuliskan KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI menggunakan huruf
kapital, rata tengah, jenis huruf Tahoma ukuran 12 untuk nama
Kementerian, di bawahnya ditulis INSPEKTORAT JENDERAL dengan
huruf jenis kapital jenis huruf Tahoma, ditebalkan, ukuran 14, untuk
alamat ditulis dengan jenis huruf Tahoma ukuran 9, rata tengah, spasi
1, menggunakan border bawah rata kanan kiri yang terdiri atas dua
garis tebal dan tipis. Kop naskah dinas Inspektorat Jenderal
digunakan untuk pengetikan naskah dinas di lingkungan Inspektorat
Jenderal.

Contoh Kop Naskah Dinas Inspektorat Jenderal

INSPEKTORAT JENDERAL
3alan TMP, Kallbata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750 Telepon 021 - 7989912 - 19

/ @ KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI
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d) Kop naskah dinas Direktorat Jenderal Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa, dengan logo berwarna di sebelah
kiri yang bertuliskan KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI menggunakan huruf
kapital, rata tengah, jenis huruf Tahoma ukuran 12 untuk nama
Kementerian, di bawahnya ditulis DIREKTORAT JENDERAL
PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, dengan
huruf jenis kapital jenis huruf Tahoma, ditebalkan, ukuran 14, untuk
alamat ditulis dengan jenis huruf Tahomaukuran 9, rata tengah,
spasi 1, menggunakan border bawah rata kanan kiriyang terdiri atas
dua garis tebal dan tipis. Kop naskah dinas ini digunakan untuk
pengetikan naskah dinas di lingkungan Direktorat Jenderal
Pembangunan dan Pemberdayaan.

Contoh Kop Naskah Dinas Direktorat Jenderal Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa

/—\ KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI
DIREKTORAT JENDERAL
k ) PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Jalan TMP. Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750 Telepon 021 - 7989912 - 19

e) Kop naskah dinas Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan
Perdesaan, dengan logo berwarna di sebelah kiri yang bertuliskan
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI RI menggunakan huruf kapital, rata tengah, jenis
huruf Tahoma ukuran 12 untuk nama Kementerian, di bawahnya
ditulis DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN KAWASAN
PERDESAAN dengan huruf jenis kapital jenis huruf Tahoma,
ditebalkan, ukuran 14, untuk alamat ditulis dengan jenis huruf
Tahoma ukuran 9, rata tengah, spasi 1, menggunakan border bawah
rata kanan kiri yang terdiri atas dua garis tebal dan tipis. Kop naskah
dinas ini digunakan untuk pengetikan naskah dinas di lingkungan
Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan.
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Contoh Kop Naskah Dinas Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan

Perdesaan

' -\ KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI
'\@/‘ DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Jalan TMP. Kadbata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750 Telepon 021 - 7889912 - 19,
www. kermnendesa.go.d

1) Kop naskah dinas Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah
Tertentu, dengan logo berwarna di sebelah kiri yang bertuliskan
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI RI menggunakan huruf kapital, rata tengah, jenis
huruf Tahoma ukuran 12 untuk nama Kementerian, di bawahnya
ditulis DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN DAERAH
TERTENTU dengan huruf jenis kapital jenis huruf Tahoma, ditebalkan,
ukuran 14, untuk alamat ditulis dengan jenis huruf Tahoma ukuran
9, rata tengah, spasi 1, menggunakan border bawah rata kanan
kiriyang terdiri atas dua garis tebal dan tipis. Kop naskah dinas ini
digunakan untuk pengetikan naskah dinas di lingkungan Direktorat
Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu.

Contoh KOP Naskah Dinas Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah
Tertentu

™\ KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI
@ /‘ DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN DAERAH TERTENTU

Jalan Abdul Mus Nomor 7 Jakarta Pusat 10110 Telepon 021 - 3500334, Faksimill 021 — 3864607
vwww kemendesa.go.id

g) Kop naskah dinas Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah
Tertinggal, dengan logo berwarna di sebelah kiri yang bertuliskan
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI RI menggunakan huruf kapital, rata tengah, jenis
huruf Tahoma ukuran 12 untuk nama Kementerian, di bawahnya
ditulis DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL dengan huruf jenis kapital jenis huruf Tahoma,
ditebalkan, ukuran 14, untuk alamat ditulis dengan jenis huruf
Tahoma ukuran 9, rata tengah, spasi 1, menggunakan border bawah
rata kanan kirivang terdiri atas dua garis tebal dan tipis. Kop naskah
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dinas ini digunakan untuk pengetikan naskah dinas di lingkungan
Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal.

Contoh Kop Naskah Dinas Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah
Tertinggal

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI

Jalan Abdul Muss Nomor 7 Jakarta Pusat 10110 Telepon 021 - 3500334, Faksimill 021 - 3864607
www.kemendesa.go.id

@, DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTTINGGAL

h) Kop naskah dinas Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan
Pembangunan Permukiman Transmigrasi, dengan logo berwarna di
sebelah kiri yang bertuliskan KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI menggunakan huruf
kapital, rata tengah, jenis huruf Tahoma ukuran 12 untuk nama
Kementerian, di bawahnya ditulis DIREKTORAT JENDERAL
PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN
TRANSMIGRASI dengan huruf jenis kapital jenis huruf Tahoma,
ditebalkan, ukuran 14, untuk alamat ditulis dengan jenis huruf
Tahoma ukuran 9, rata tengah, spasi 1, menggunakan border rata
kanan kiriyang terdiri atas dua garis tebal dan tipis. Kop naskah dinas
ini digunakan untuk pengetikan naskah dinas di lingkungan
Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan

Permukiman Transmigrasi.

Contoh Kop Naskah Dinas Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan

dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi

=\ KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI
@ ) DIREKTORAT JENDERAL
PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGASI

Jalan TMP. Kalibata Nomor 17 Jakarta Sedatan 12750 Telepon 021 - 7989912 - 19,
www kemendesa.go.id

i) Kop naskah dinas Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan

Transmigrasi, dengan logo berwarna di sebelah kiri yang bertuliskan
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI RI menggunakan huruf kapital, rata tengah, jenis
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huruf Tahoma ukuran 12 untuk nama Kementerian, di bawahnya
ditulis DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN KAWASAN
TRANSMIGRASI dengan huruf jenis kapital jenis huruf Tahoma,
ditebalkan, ukuran 14, untuk alamat ditulis dengan jenis huruf
Tahoma ukuran 9, rata tengah, spasi 1, menggunakan border bawah
rata kanan kiriyang terdiri atas dua garis tebal dan tipis. Kop naskah
dinas ini digunakan untuk pengetikan naskah dinas di lingkungan
Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

Contoh Kop Naskah Dinas Direktorat Jenderal Pengembangan

Kawasan Transmigrasi

/—"\‘ KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI
'\\?@ / DIREKTORAT JENDERALPENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGASI

Jalan Abdul Mus Nomor 7 Jakarta Pusat 10110 Telepon 021 — 3500334, Faksimill 021 - 3864607
www.kemendesa.go.id

j) Kop naskah dinas Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan
dan Pelatihan, dan Informasi, dengan logo berwarna di sebelah kiri
yang bertuliskan KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI Rl menggunakan huruf kapital,
rata tengah, jenis huruf Tahoma ukuran 12 untuk nama Kementerian,
di bawahnya ditulis BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, DAN INFORMASI dengan huruf jenis
kapital jenis huruf Tahoma, ditebalkan, ukuran 14, untuk alamat
ditulis dengan jenis huruf Tahoma ukuran 9, rata tengah, spasi 1,
menggunakan border bawah rata kanan kiri yang terdiri atas dua garis
tebal dan tipis. Kop naskah dinas ini digunakan untuk pengetikan
naskah dinas di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan,
Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi.

Contoh Kop Naskah Dinas Badan Penelitian dan Pengembangan,
Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI
/“\‘ BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN,
K@‘/ PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, DAN INFORMASI

Jalan TMP. Kalbata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750 Telepon 021 - 7989927 — Faksimile 021 - 7596135
www.kemendesa.gosd
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k) Kop naskah dinas Unit Pelaksana Teknis Balai Besar Latihan
Masyarakat Jakarta dengan logo berwarna di sebelah kiri bertuliskan
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI RI menggunakan huruf kapital, rata tengah, jenis
huruf Tahoma ukuran 12, di bawahnya bertuliskan BADAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN,
DAN INFORMASI, menggunakan huruf kapital jenis huruf Tahoma,
ukuran 12, rata tengah, di bawahnya bertuliskan BALAI BESAR
PENGEMBANGAN LATIHAN MASYARAKAT JAKARTA yang bertuliskan
dengan huruf kapital jenis huruf Tahoma ukuran 14, rata tengah dan
ditebalkan, untuk alamat ditulis dengan huruf Tahoma ukuran 9, rata
tengah, spasi 1, menggunakan border bawah rata kanan kiriyang
terdiri atas dua garis tebal dan tipis. Kop naskah dinas ini digunakan
untuk pengetikan naskah dinas di lingkungan Balai Besar
Pengembangan Latihan Masyarakat Jakarta.

Contoh Kop Naskah Dinas Balai Besar Pengembangan Latihan
Masyarakat Jakarta

/'\ KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI
@ 7) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, DAN INFORMASI
BALAI BESAR PENGEMBANGAN LATIHAN MASYARAKAT JAKARTA

JL. Penganten All RT:7/RW:6 Ciracas Jakarta Timur
www.kemendesa.go.id

ﬁ

) Kop naskah dinas Unit Pelaksana Teknis Balai Besar Latihan
Masyarakat Yogyakarta dengan logo berwarna di sebelah kiri
bertuliskan KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI menggunakan huruf kapital,
rata tengah, jenis huruf Tahoma ukuran 12, di bawahnya bertuliskan
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN, DAN INFORMASI, menggunakan huruf kapital jenis
huruf Tahoma, ukuran 12, rata tengah, di bawahnya bertuliskan
BALAI BESAR PENGEMBANGAN LATIHAN MASYARAKAT
YOGYAKARTA yang bertuliskan dengan huruf kapital jenis huruf
Tahoma ukuran 14, rata tengah dan ditebalkan, untuk alamat ditulis
dengan huruf Tahoma ukuran 9, rata tengah, spasi 1, menggunakan
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border bawah rata kanan kiri yang terdiri atas dua garis tebal dan
tipis, Kop naskah dinas ini digunakan untuk pengetikan naskah
dinas di lingkungan Balai Besar Pengembangan Latihan Masyarakat
Yogyakarta.

Contoh Kop Naskah Dinas Balai Besar Pengembangan Latihan
Masyarakat Yogyakarta

/=",  KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI
@ BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, DAN INFORMASI

BALAI BESAR PENGEMBANGAN LATIHAN MASYARAKAT YOGYAKARTA

Jalan Parasamnya, No.16 Beran Sleman DI.Yogyakarta 55511
www kemendesa.go.d

e

m) Kop naskah dinas Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Masyarakat
Pekanbaru dengan logo berwama di sebelah kiri bertuliskan
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI RI menggunakan huruf kapital, rata tengah, jenis
huruf Tahoma ukuran 12, di bawahnya bertuliskan BADAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN,
DAN INFORMASI, menggunakan huruf kapital jenis huruf Tahoma,
ukuran 12, rata tengah, di bawahnya bertuliskan BALAI
PENGKAJIAN DAN PENERAPAN PRODUKSI BENGKULU yang
bertuliskan dengan huruf kapital jenis huruf Tahoma ukuran 14, rata
tengah dan ditebalkan, untuk alamat ditulis dengan huruf Tahoma
ukuran 9, rata tengah, spasi 1, menggunakan border bawah rata

kanan kiriyang terdiri atas dua garis tebal dan tipis. Kop naskah
dinas ini digunakan untuk pengetikan naskah dinas di lingkungan
Balai Latihan Masyarakat Pekanbaru.

Contoh Kop Naskah Dinas Balai Pengkajian dan Penerapan Produksi
Bengkulu

7 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI
K@ ) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, DAN INFORMASI
BALAI PENGKAJIAN DAN PENERAPAN PRODUKSI BENGKULU

Jalan Adi Sucipto Nomor 285 Pekanbaru Rlau, Telp. (0761) 7078935
www.kemendesa.go.id
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n) Kop naskah dinas Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Masyarakat
Banjarmasin dengan logo berwarna di sebelah kiri bertuliskan
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI RI menggunakan huruf kapital, rata tengah, jenis
huruf Tahoma ukuran 12, di bawahnya bertuliskan BADAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN,
DAN INFORMASI, menggunakan huruf kapital jenis huruf Tahoma,
ukuran 12, rata tengah, di bawahnya bertuliskan BALAI LATIHAN
MASYARAKAT BANJARMASIN yang bertuliskan dengan huruf kapital
jenis huruf Tahoma ukuran 14, rata tengah dan ditebalkan, untuk

alamat ditulis dengan huruf Tahoma ukuran 9, rata tengah, spasi 1,
menggunakan border bawah rata kanan kiri yang terdiri atas dua
garis tebal dan tipis. Kop naskah dinas ini digunakan untuk
pengetikan naskah dinas di lingkungan Balai Latthan Masyarakat
Banjarmasin.

Contoh Kop Naskah Dinas Balai Latihan Masyarakat Banjarmasin

7\ KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI
@ BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, DAN INFORMASI

BALAI LATIHAN MASYARAKAT BANJARMASIN

Jalan Handil Bhakt: KM 9,5 Banjarmasin Kalimantan Selatan, Teip. (0811) 5000344
www.kemendesa.go.id

-

o) Kop naskah dinas Unit Pelaksana Teknis Balai Besar Latihan
Masyarakat Makassar dengan logo berwama di sebelah kiri
bertuliskan KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI menggunakan huruf kapital,
rata tengah, jenis huruf Tahoma ukuran 12, di bawahnya bertuliskan
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN, DAN INFORMASI, atasnya menggunakan huruf kapital
jenis huruf Tahoma, ukuran 12, rata tengah, di bawahnya
bertuliskan BALAI LATIHAN MASYARAKAT MAKASSAR yang
bertuliskan dengan huruf kapital jenis huruf Tahoma ukuran 14, rata
tengah dan ditebalkan, untuk alamat ditulis dengan huruf Tahoma

ukuran 9, rata tengah, spasi 1, menggunakan border bawah rata
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kanan kiri yang terdiri atas dua garis tebal dan tipis. Kop naskah
dinas ini digunakan untuk pengetikan naskah dinas di lingkungan
Balai Latihan Masyarakat Makassar.

Contoh Kop Naskah Dinas Balai Latihan Masyarakat Makassar

Pt KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI
K@) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, DAN INFORMASI
BALAI LATIHAN MASYARAKAT MAKASSAR

Jalan Daeng Ramang Km.16,990243 Makassar Sulawes|
www.kemendesa.go.id

p) Kop naskah dinas Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Masyarakat
Denpasar dengan logo berwarmma di sebelah kiri bertuliskan
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI RI menggunakan huruf kapital, rata tengah, jenis
huruf Tahoma ukuran 12, di bawahnya bertuliskan BADAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN,
DAN INFORMASI, menggunakan huruf kapital jenis huruf Tahoma,
ukuran 12, rata tengah, di bawahnya bertuliskan BALAI LATIHAN
MASYARAKAT DENPASAR yang bertuliskan dengan huruf kapital
jenis huruf Tahoma ukuran 14, rata tengah dan ditebalkan, untuk
alamat ditulis dengan huruf Tahoma ukuran 9, rata tengah, spasi 1,
menggunakan border bawah rata kanan kiri yang terdiri atas dua
garis tebal dan tipis. Kop naskah dinas ini digunakan untuk
pengetikan naskah dinas di lingkungan Balai Latihan Masyarakat

Denpasar.

Contoh Kop naskah dinas Balai Latihan Masyarakat Denpasar

P~ KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI
K } BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, DAN INFORMASI

BALAI LATIHAN MASYARAKAT DENPASAR

Jalan Kayu Aya Nomor 101 Seminyak Xuta Ball, Telp. (0361) 730832
www, .go.id

.

q) Kop naskah dinas Unit Pelaksana Teknis Balai Pengkajian dan

Penerapan Teknik Produksi Bengkulu dengan logo berwarna di
sebelah kiri bertuliskan KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI menggunakan huruf
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kapital, rata tengah, jenis huruf Tahoma ukuran 12, di bawahnya
bertuliskan BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, DAN INFORMASI, menggunakan
huruf kapital jenis huruf Tahoma, ukuran 12, rata tengah, di
bawahnya bertuliskan BALAI PENGKAJIAN DAN PENERAPAN
TEKNIK PRODUKSI BENGKULU yang bertuliskan dengan huruf
kapital jenis huruf Tahoma ukuran 14, rata tengah dan ditebalkan,
untuk alamat ditulis dengan huruf Tahoma ukuran 9, rata tengah,
spasi 1, menggunakan border bawah rata kanan kiri yang terdiri atas
dua garis tebal dan tipis. Kop naskah dinas ini digunakan untuk
pengetikan naskah dinas di lingkungan Balai Pengkajian dan
Penerapan Teknik Produksi Bengkulu.

Contoh Kop naskah dinas Balai Pengkajian dan Penerapan Teknik
Produksi Bengkulu

A

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAN INFORMASI
BALAI PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNIK PRODUKSI BENGKULU

Komplek ADC/LDC Desa Margasakt! Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu 38546, Telp. (0737) 522416
www kemendesa.ga.id

g

r) Kop naskah dinas Balai Latihan Masyarakat Papua dengan logo
berwarna di sebelah kiri bertuliskan KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI
menggunakan huruf kapital, rata tengah, jenis huruf Tahoma ukuran
12, di bawahnya bertuliskan BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, DAN INFORMASI,
menggunakan huruf kapital jenis huruf Tahoma, ukuran 12, rata
tengah, di bawahnya bertuliskan BALAI LATIHAN MASYARAKAT
JAYAPURA yang bertuliskan dengan huruf kapital jenis huruf
Tahoma ukuran 14, rata tengah dan ditebalkan, untuk alamat ditulis
dengan huruf Tahoma ukuran 9, rata tengah, spasi 1, menggunakan
border bawah rata kanan kiri yang terdiri atas dua garis tebal dan
tipis. Kop naskah dinas ini digunakan untuk pengetikan naskah
dinas di lingkungan Balai Latihan Masyarakat Jayapura.
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Contoh Kop naskah dinas Balai Latihan Masyarakat Jayapura
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI

P BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, DAN INFORMASI
{ ) BALAI LATIHAN MASYARAKAT JAYAPURA
\ Jalan Raya Abepura Tanah Hitam Kelurahan Awtyo Distrik Abepura, Jayapura 99351

www.kemendesa.go.id

s) Kop naskah dinas Balai Latihan Masyarakat Maluku dengan logo
berwarna di sebelah kiri bertuliskan KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI
menggunakan huruf kapital, rata tengah, jenis huruf Tahoma ukuran
12, di bawahnya bertuliskan BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, DAN INFORMASI,
menggunakan huruf kapital jenis huruf Tahoma, ukuran 12, rata
tengah, di bawahnya bertuliskan nama BESAR LATIHAN
MASYARAKAT AMBON yang bertuliskan dengan huruf kapital jenis
huruf Tahoma ukuran 14, rata tengah dan ditebalkan, untuk alamat
ditulis dengan huruf Tahoma ukuran 9, rata tengah, spasi 1,
menggunakan border bawah rata kanan kiri yang terdiri atas dua
garis tebal dan tipis. Kop naskah dinas ini digunakan untuk
pengetikan naskah dinas di lingkungan Unit Pelaksana Teknis.
Contoh Kop naskah dinas Balai Latihan Masyarakat Ambon

/‘N KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI
@ BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, DAN INFORMASI
7/ BALAI LATIHAN MASYARAKAT AMBON

Jl.Laksdya Leo Watimena Posso
www.kemendesa.go.id

—

E. Ketentuan Jarak Spasi, Jenis, dan Ukuran Huruf, serta Kata Penyambung
1. Dalam penentuan jarak spasi, hendaknya diperhatikan aspek

keserasian, estetika, banyaknya isi naskah dinas dengan

memperhatikan ketentuan sebagai berikut.

a, Jarak antara judul dan isi adalah 2 spasi.

b. Jika judul lebih dari satu baris, jarak antara baris pertama dengan
baris kedua adalah 1 spasi.

c. Jarak setiap baris disesuaikan dengan keperluan.
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2. Jenis dan Ukuran Huruf:
a. Jenis huruf yang digunakan pada kop naskah dinas adalah Tahoma
12,
b. Jenis huruf yang digunakan untuk naskah dinas arahan adalah
bookman old style 12.
c. Jenis naskah dinas lainnya menggunakan huruf Tahoma 12.
3. Kata Penyambung
Kata penyambung adalah kata yang digunakan sebagai tanda bahwa
teks masih berlanjut pada halaman berikutnya (jika naskah lebih dari
satu halaman). Kata penyambung ditulis pada akhir setiap halaman
pada baris terakhir teks di sudut kanan bawah halaman dengan urutan
kata penyambung dan tiga buah titik, Kata penyambung itu diambil
persis sama dari kata pertama halaman berikutnya. Jika kata pertama
dari halaman berikutnya menunjuk pasal atau diberi garis bawah atau
dicetak miring, kata penyambung juga harus dituliskan sama. Kata
penyambung tidak digunakan untuk pergantian bagian.

Contoh Format Penulisan Kata Penyambung Pada Halaman pertama Baris
Paling Bawah adalah media...

Media ... | < Kata Penyambung

Kata pertama pada halaman 2 baris paling atas kiri adalah media elektronik
...dst.

F. Penentuan Batas/Ruang Tepi
Demi keserasian dan kerapian (estetika) dalam penyusunan naskah dinas,
diatur supaya tidak seluruh permukaan kertas digunakan secara penuh.
Oleh karena itu, perlu ditetapkan batas antara tepi kertas dan naskah, baik
pada tepi atas, kanan, bawah, maupun pada tepi kiri sehingga terdapat
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ruang yang dibiarkan kosong. Penentuan ruang tepi dilakukan berdasarkan

ukuran yang terdapat pada peralatan yang digunakan untuk membuat

naskah dinas, yaitu:

1. ruang tepi atas: apabila menggunakan kop naskah dinas, 2 spasi di
bawah kop, dan apabila tanpa kop naskah dinas, sekurang-kurangnya 2
cm dari tepi atas kertas;

2. ruang tepi bawah:sekurang-kurangnya 2.5 cm dari tepi bawah kertas;

3. ruang tepi kiri: sekurang-kurangnya 3 cm dari tepi kiri kertas; dan

4. ruang tepi kanan: sekurang-kurangnya 2 cm dari tepi kanan kertas.
Catatan:

Dalam pelaksanaannya, penentuan ruang tepi seperti tersebut di atas
bersifat fleksibel, disesuaikan dengan banyak atau tidaknya isi suatu
naskah dinas. Penentuan ruang tepi (termasuk juga jarak spasi dalam
paragraf] hendaknya memperhatikan aspek keserasian dan estetika.

G. Nomor Halaman

Nomor halaman naskah dinas ditulis dengan menggunakan nomor urut

angka Arab Barat (1,2,3 ...) dan dicantumkan secara simetris di tengah atas

dengan membubuhkan tanda hubung (-} sebelum dan setelah nomor,
kecuali halaman pertama naskah dinas yang menggunakan kop naskah
dinas tidak perlu mencantumkan nomor halaman.

H. Tembusan
Tembusan surat bagian ini dicantumkan di sebelah kiri bawah, yang
menunjukan bahwa pihak tersebut perlu mengetahui isi surat tersebut.

[. Lampiran

Jika naskah memiliki beberapa lampiran, setiap lampiran harus diberi

nomor urut dengan angka Arab Barat. Nomor halaman lampiran

merupakan nomor lanjutan dari halaman sebelumnya.
J. Penggunaan Logo Lembaga/Lambang Negara

Lambang negara, logo, dan cap dinas digunakan dalam tata naskah dinas

sebagai tanda pengenal atau identifikasi yang bersifat tetap dan resmi.

Untuk memperoleh keseragaman dalam penyelenggaraan tata naskah dinas

di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi, perlu ditentukan penggunaan lambang negara, logo, dan cap

dinas pada kertas surat dan amplop.

1. Penggunaan Lambang Negara
Ketentuan penggunaan Lambang Negara untuk naskah dinas adalah
sebagai berikut.
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a. Lambang Negara digunakan dalam naskah dinas sebagai tanda
pengenal atau identifikasi yang bersifat tetap dan resmi.

b. Lambang Negara berwarna emas di lingkungan Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi digunakan pada
naskah dinas yang ditandatangani Menteri.

c. Lambang Negara hitam putih dapat digunakan pada naskah dinas
yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atas nama
Menteri.

d. Lambang negara ditempatkan pada bagian atas kepala surat secara
simetris pada naskah dinas.

2. Penggunaan Logo

a. Logo adalah tanda pengenal atau identitas berupa simbol atau huruf
yang digunakan dalam naskah dinas sebagai identitas lembaga agar
publik lebih mudah mengenalnya.

b. Logo digunakan oleh pejabat berwenang selain Menteri.

c. Logo ditempatkan di sebelah kiri kepala surat pada naskah dinas.

d. Logo wajib digunakan untuk:

1) amplop dinas;

2) backdrop;
3) blocknote;
4) buku Peraturan Menteri/Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan;
5) cap dinas;

6) dokumen/barang resmi lainnya vyang diterbitkan oleh
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi;

7) kalender;

8) kartu tanda parkir kendaraan;

9) kartu tanda pengenal pegawai;

10} kop naskah dinas;

11} label barang milik negara;

12} leaflet;

13) papan nama kantor;

14} pin pegawai dan kartu tanda pemegang pin pegawai;

15) plakat;

16) situs resmi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi;

17) stopmap; dan
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18) Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan /Sertifikat;
e. Logo dapat digunakan pada:

1)

gantungan tanda pengenal pegawai;

2) gedung kantor;

3) guntingan pers;

4) kartu nama pejabat/pegawai;
5) kendaraan jemput pegawai;
6) light box

7) pakaian;

8) pin;

9) poster; dan

10) pulpen;

11} rotary banner,

12) spanduk;

13) tas:

14} topi; dan

15) videotron.

f. Penggunaan logo untuk hal-hal selain yang diatur dalam huruf e dan
huruf f, harus mendapatkan izin dari pimpinan unit organisasi yang
memiliki tanggung jawab di bidang kesekretariatan/kearsipan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi.

Contoh logo Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi adalah sebagai berikut:

Logo Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berbentuk bunga yang
berkemb lambangkan optimis yang siap bekerja dan berkembang dalam membangun
Indonesia serta bermakna sebagai berikut:

Infrastruktur bangunan (rumah) dengan atap membentuk panah
ke ntas sebaga: amh § juan dan optimi , sertn spirit
bottom-up “desa membangu9n®™.

¥ Empat lapisan bumi/lahan/undakan/ terasiring khas pedesaan
berwarna hijau melambangkan warna bumi, alam (nature), dan
pedesaann (millage) serta melambangkan pembangunan,

|_p Bentuk tangan menopang, sebagai dasar penyangga bumi (desa)
berwama biru melambangkan profesi litas

> Tulisan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi (warna hitam) lingkaran (berwarna abu-abu).
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3. Penggunaan Lambang Negara dan Logo dalam Kerja Sama

a. Dalam kerja sama yang dilakukan antar pemerintah (G to G),
digunakan map naskah dinas dengan lambang negara.

b. Tata letak logo dalam perjanjian kerja sama sektoral, baik antar
kementerian /kabupaten/kota (di dalam negeri), logo yang dimiliki
lembaga masing-masing diletakkan di atas map naskah perjanjian.

K. Pengaturan Paraf Naskah Dinas dan Penggunaan Cap
1. Pengaturan Paraf Dinas

a. Pembubuhan Paraf Koordinasi
Terhadap materi naskah dinas yang saling berkaitan dan
memerlukan koordinasi antar-unit kerja, pejabat yang berwenang
dari unit terkait ikut serta membubuhkan paraf pada kolom paraf
koordinasi (oleh pejabat pada dua jenjang jabatan struktural di
bawahnyal).

Pemberian paraf koordinasi naskah dinas diatur sebagai berikut:
1) Naskah dinas yang ditandatangani oleh Menteri
a) Apabila naskah dinas berasal dari Sekretariat Jenderal yang
bukan naskah dinas pengaturan dan penetapan, pembubuhan
paraf dan tanggal diatur dengan ketentuan sebagai berikut.

(1) kolom pengendali administrasi diparaf oleh Sekretaris
Jenderal selaku pengendali teknis dan administrasi
Kementerian.

(2) kolom penanggung jawab materi diparaf oleh Pejabat
Pimpinan Tinggi Madya yang menyusun konsep naskah
dinas.

(3) kolom pembuat draft diparaf oleh Pejabat Pimpinan Tinggi

Pratama yang menyusun dan membuat draft naskah dinas.

Contoh: 1) a)

Tanda Tangan Menteri

Penanggung Jawab Paraf Tanggal

Pengendali Administrasi
{Sekretaris Jenderal)

Penanggungjawab Materi
(Kepala Biro)

Pembuat Draf
(Kepala Bagian)
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b) Apabila naskah dinas yang ditandatangani Sekretaris Jenderal
atas nama Menteri yang bukan naskah dinas pengaturan dan
penetapan, pembubuhan paraf dan tanggal diatur dengan
ketentuan sebagai berikut:

(1) kolom pengendali diparaf oleh Pejabat Pimpinan Tinggi
Madya selaku pengendali teknis dan administrasi
Kementerian.

(2) kolom penanggung jawab materi diparaf oleh Pejabat
Pimpinan Tinggi Madya yang menyusun konsep naskah

dinas.
(3) kolom pembuat draft diparaf oleh Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama.
Contoh: 1) b)
Tanda tangan a.n. Menteri
Penanggung Jawab Paraf Tanggal

Pengendali Administrasi
(Sekretaris Jendersl)

Penanggungjawab Materi
(Kepala Biro)

J Pembuat Draf
(Kepala Bagian)

c) Naskah dinas berasal dari Direktorat Jenderal/Inspektorat
Jenderal /Badan, pembubuhan paraf dan tanggal diatur dengan
ketentuan sebagai berikut:

(1) kolom pengendali administrasi diparaf oleh Sekretaris
Jenderal.

(2) kolom pengendali teknis diparaf oleh Pejabat Pimpinan
Tinggi Madya yang bersangkutan.

(3) kolom penanggung jawab materi diparaf oleh Pejabat
Pimpinan Tinggi Madya yang menyusun konsep naskah
dinas.
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Contoh: 1) ¢)
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Tanda tangan Menteri

Pcnanm Jawab

Paraf

Tanggal

Pengendali Administrasi
[Sekretaris Jenderal)

Pengendali Teknis
|Dirjen/Ijen /Ka Balai)

Materi
(Sekretaris/Inspektur/Direktur /Kepala
Biro/Kepala Pusat/Kepala Balai)

2) Naskah Dinas Pengaturan

a) Apabila naskah dinas berupa naskah dinas pengaturan dan

penetapan, pembubuhan paraf dan tanggal diatur dengan ketentuan

sebagai berikut.

(1) kolom Pengendali Administrasi diparaf oleh Sekretaris Jenderal.
(2) kolom Pengendali Aspek Teknis diparaf oleh Pejabat Pimpinan

Tinggi Madya yang terkait dengan materi.
(3) kolom Pengendali Aspek Hukum diparaf oleh Pejabat Biro

Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana atau sebutan lain Biro

yang menangani Hukum.

(4) kolom pembuat konsep diparaf oleh oleh Pejabat Pimpinan

Tinggi Pratama yang bersangkutan.

Contoh: 2) a)

Tanda tangan Menteri

Penanggung Jawab

Paraf

Tanggal

Pengendali Administrasi
(Sckretaris Jenderal)

Aspek Teknis
{Sekretaris Jenderal /Inspektur Jenderal/
Dircktur Jenderal/Kepala Balai)

Pengendali Aspek Hukum
(Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Tata Laksana)

Pembuat Konsep
(Sckretaris /Inspektur/Direktur /Kepala Biro/
Kepala Pusat/Kepala Balai)

b) Apabila naskah dinas berupa naskah dinas pengaturan dan

penetapan, pembubuhan paraf dan tanggal diatur dengan ketentuan

sebagai berikut:

(1) kolom Pengendali Administrasi diparaf oleh Sekretaris Jenderal.
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(2) kolom Pengendali Aspek Teknis diparaf oleh Pejabat Pimpinan

Tinggi Madya yang terkait dengan materi.
(3) kolom Pengendali Aspek Hukum diparaf oleh Pejabat Biro
Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana atau sebutan lain Biro

yang menangani Hukum.

{4) kolom pembuat konsep diparaf oleh oleh Pejabat Pimpinan

Tinggi Pratama yang bersangkutan.
Contoh: 2) a)

Tanda tangan Menteri

Penanggung Jawab

Paraf

Tanggal

Pengendali Administrasi
(Sekretaris Jenderal)

Aspek Teknis
{Sckretaris Jenderal /Inspektur Jenderal/
Dircktur Jenderal/Kepala Balai)

Pengendali Aspck Hukum
(Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Tata Laksana)

Pembuat Konsep
(Sckretaris /Inspektur/Dircktur /Kepala Biro/
Kepala Pusat/Kepala Balai)

b) Apabila naskah dinas pengaturan dan penetapan ditandatangani oleh
Sekretaris Jenderal, pembubuhan paraf dan tanggal diatur dengan

ketentuan sebagai berikut:

(1) kolom Pembuat konsep diparaf oleh Pejabat Pimpinan Tinggi

Madya yang menyusun konsep naskah dinas.
{2) kolom pengendali Aspek Hukum diparaf oleh Kepala Biro
Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana atau sebutan lain Kepala

Biro yang menangani hukum selaku pengendali Aspek Hukum.

Contoh: 2) b)

Tanda Tangan Sckretaris Jenderal

Penanggung Jawab

Paraf

Tanggal

Pembuat Konsep
{Sckretanis/Inspektur/Dircktur/Kepala
Biro/Kepala Pusat/Kepala Balai)

Pengendali Aspek Hukum

(Biro Hukum, Organisasi dan Tata Laksana)
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3) Naskah dinas yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
Naskah dinas yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal, Inspektur
Jenderal, Direktur Jenderal dan Kepala Badan pembubuhan paraf dan
tanggal diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

(I) kolom penanggung jawab materi diparaf oleh Pejabat Pimpinan
Tinggi Pratama.
(2) kolom penanggung jawab administrasi diparaf oleh Pejabat
Administrator.
(3) kolom pembuat konsep diparaf oleh Pejabat Pengawas.
Contoh: 3)

Tanda Tangan Pejabat Tinggi Madya

Penanggung Jawab Paraf Tanggal

Materi
(Sekretaris /Inspektur/ Dircktur /Kepala
Biro/Kepala Pusat/Kepala Balai)
Pengendali Administrasi
(Kabag/Kasubdit/Kabid)

Pembuat Konsep
(Kasubag/Kasi)

4) Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama
Apabila naskah dinas ditandatangani oleh Sekretaris Direktorat
Jenderal/Direktur/Sekretaris Inspektur Jenderal/ Inspektur/ Sekretaris
Badan /Kepala Pusat/Kepala Biro, pembubuhan paraf dan tanggal diatur
dengan ketentuan sebagai berikut:
(I) kolom penanggung jawab materi diparaf oleh Pejabat

Administrator.

{2) kolom penanggungjawab administrasi diparaf oleh Pejabat

Pengawas,

Contoh:

Tanda Tangan Pejabat Tinggi Pratama

Penanggung Jawab Paraf Tanggal

Materi
(Kabag/Kasubdit/Kabid)

Pengendali Administrasi
(Kasubag/Kasi/Kasubid)
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5) Naskah Dinas ditandatangani oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai
Besar

Apabila naskah dinas ditandatangani oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis

Balai Besar, pembubuhan paraf dan tanggal diatur dengan ketentuan
sebagai berikut:

(1) kolom penanggung jawab materi diparaf oleh Pejabat
Administrator.

(2) kolom pengendali administrasi diparaf oleh Pejabat Pengawas.

Contoh Cap Dinas Kepala Balai Besar

Tanda tangan Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Besar

Penanggung Jawab Paraf Tanggal
Materi
(Kabag/Kabid)

Pengendali Administrasi
{Kasubbag/Kasubid)

6) Tandatangan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai
Apabila naskah dinas ditandatangani oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis

Balai, pembubuhan paraf dan tanggal diatur dengan ketentuan sebagai
berikut:

(1) kolom pengendali administrasi diparaf oleh Pejabat Pengawas.

Contoh Cap Dinas Kepala Balai

Tanda tangan Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai

Penanggung Jawab Paraf Tanggal

Pengendali Administrasi
(Kasubbag)

Catatan : Bentuk paraf koordinasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan
di masing-masing Unit Kerja.
2. Penggunaan Cap

a. Pengertian Cap
Cap adalah alat untuk membuat rekaman tanda atau simbol suatu
lembaga. Cap digunakan untuk pengabsahan naskah dinas. Cap
dinas dibagi menjadi dua.
1) Cap Jabatan

Cap jabatan adalah cap yang memuat nama jabatan yang
digunakan sebagai tanda keabsahan naskah dinas. Di lingkungan
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Kementerian hanya ada satu cap jabatan, yakni cap jabatan
Menteri. Cap jabatan Menteri memiliki spesifikasi sebagai berikut:

a.

Lingkaran luar berisi tulisan Kementerian Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, dengan

huruf kapital.

Garuda.

Contoh Cap Dinas Jabatan Menteri

Lingkaran dalam berisi tulisan Menteri dan gambar Burung

JABATAN CAP DINAS JABATAN
4
MENTERI DESA, Vel RO
A N WA
PEMBANGUNAN (g %, l} Z)
DAERAH TERTINGGAL, ‘..3 - g
5 e o R y
DAN TRANSMIGRASI %ﬁ L
\'”:%?;Exmm‘f‘ 4

2) Cap dinas unit organisasi tingkat Kementerian, dengan spesifikasi

sebagai berikut:

a. lingkaran luar berisi tulisan Kementerian Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Republik Indonesia,

dengan huruf kapital.
b. Lingkaran dalam berisi tulisan gambar Burung Garuda.
Contoh: Cap Dinas Unit Organisasi Kementerian
ORGANISASI CAP DINAS ORGANISASI
KEMENTERIAN DESA, e
PEMBANGUNAN DAERAH /& 2\
TERTINGGAL, DAN e S R Y
TRANSMIGRASI |, == |‘|
& WS 8
\wu . o ?’ / ¢
T
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3) Cap dinas unit organisasi Eselon I, dengan spesifikasi sebagai

berikut:

a) Lingkaran pertama paling luar berisi tulisan Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik

Indonesia, dengan huruf kapital.

b) Lingkaran kedua berisi tulisan unit kerja Eselon I dengan huruf

kapital:
(1) Sekretariat Jenderal;
(2) Inspektorat Jenderal,

(3) Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa;

(4) Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan,

(5) Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu;

(6) Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal;

(7) Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan

Permukiman Transmigrasi;

(8) Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi;

dan Badan Penelitian; dan

(9) Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi.
c) Lingkaran ketiga berisi logo Kementerian.
Contoh Cap Dinas Unit Organisasi Eselon I

No.

Unit Organisasi

Cap Dinas Organisasi

SEKRETARIAT JENDERAL

zf ﬁl" o u;
&
;\ E ot
\gg
v

INSPEKTORAT JENDERAL
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Unit Organisasi Cap Dinas Organisasi
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN "@@ '
o — ™
MASYARAKAT DESA l ""I ‘-J A\
(g 1"’"~£.L—-<-“‘1 %)
! ONTRN Y VNG LAY DAN =
‘| m--\-?nn f ||
N g;
¢ J
\ - ‘\‘4(' Qé)
%
Qﬁﬁl 0
DIREKTORAT JENDERAL

PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

DIREKTORAT JENDERAL
PENGEMBANGAN DAERAH TERTENTU if;ﬁ“m%\

DIREKTORAT JENDERAL
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL é@“““"‘“f@,\
[ \

DIREKTORAT JENDERAL PENYIAPAN

KAWASAN DAN PEMBANGUNAN f‘;’w’m %\
:"' 2 2 \
PERMUKIMAN TRANSMIGRASI (& LI, v?i"'
| g LN PENTAPAN KARALAN z ‘|
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No. Unit Organisasi Cap Dinas Organisasi
8. DIREKTORAT JENDERAL
PENGEMBANGAN KAWASAN —
—
TRANSMIGRASI P Gl
A ==\
'(Ig § I_"'.J.A[:sll i\;
f (ITAEN PEMSEMBANILAN
‘l' KAMAZAN TRAKSISORASI |
N
\\ - l\‘/ I
9. BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN ——
PELATIHAN, DAN INFORMASI P < — “’%
/, & B X
S %)

3) Cap dinas unit organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) di
lingkungan Kementerian, dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Lingkaran pertama berisi tulisan Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik
Indonesia dengan huruf kapital.

b) Lingkaran kedua berisi tulisan unit organisasi Eselon I yang
membawahi UPT tersebut dengan huruf kapital.

c) Lingkaran ketiga berisi tulisan Unit Pelaksana Teknis dengan
huruf kapital:

(1) Balai Besar Pengembangan Latihan Masyarakat Jakarta

(2) Balai Besar Latihan Masyarakat Yogyakarta

(3) Balai Latihan Masyarakat Pekanbaru

(4) Balai Latihan Masyarakat Banjarmasin

(5) Balai Latihan Masyarakat Makassar

(6) Balai Latihan Masyarakat Denpasar

(7) Balai Pengkajian dan Penerapan Teknik Produksi
Bengkulu
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(8) Balai Latihan Masyarakat Ambon
(9) Balai Latihan Masyarakat Jayapura
d) Lingkaran keempat berisi lambang Kementerian

Contoh: Cap Dinas Unit Pelaksana Teknis

Unit Organisasi Cap

BALAI BESAR PENGEMBANGAN LATIHAN
MASYARAKAT JAKARTA

BALAI BESAR LATIHAN MASYARAKAT

. ——-“-\
YOGYAKARTA ég‘“‘% N
. f E“ “2 % v ‘\\

BALAI LATIHAN MASYARAKAT

RN o,
PEKANBARU Y v B,
é“*/% SN

BALAI LATIHAN MASYARAKAT o
P il N
BANJARMASIN S B \%
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No. Unit Organisasi Cap
3. BALAI LATIHAN MASYARAKAT ——
MAKASSAR
0. BALAI LATIHAN MASYARAKAT
DENPASAR
7. BALAI PENGKAJIAN DAN PENERAPAN

TEKNIK PRODUKSI BENGKULU

BALAI LATTHAN MASYARAKAT AMBON

BALAI LATIHAN MASYARAKAT JAYAPURA
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b. Bentuk Cap
1) Cap Jabatan
Untuk lembaga, menggunakan tinta berwarna ungu dengan
ukuran diameter sebagai berikut:

40 mm

39/mm

30 mm

Gambar 1. Cap Jabatan

2) Cap Lembaga
Bentuk dan spesifikasi cap lembaga dengan logo adalah sebagai
berikut:
Bentuk bundar, terdiri dari tiga lingkaran dengan jari-jari R1 =
18,5 mm, R2 = 17,5 mm, dan R3 = 13,5 mm. Tebal garis lingkaran
Rl = + 0,8 mm dan R2 = R3 = + 0,2 mm. (Pindahkan ke samping

gambar).

Logo

Nama Kementerian

Gambar 2. Cap Lembaga

www.peraturan.go.id



2019, No. 873 148

b. Penggunaan Cap untuk Naskah Dinas Sangat Rahasia
Cap yang digunakan untuk naskah dinas yang membutuhkan tingkat
pengamanan tinggi (naskah dinas sangat rahasia) sebaiknya
menggunakan cap yang dicetak timbul (emboss) tanpa menggunakan
tinta dengan maksud untuk menghindari penyalahgunaan
pemakaian.

L. Perubahan, Pencabutan, Pembatalan, dan Ralat Naskah Dinas
Perubahan, pencabutan, pembatalan, serta ralat naskah dinas dapat
dilakukan dengan syarat harus jelas menunjukkan naskah dinas atau
bagian mana dari naskah dinas tersebut yang diadakan perubahan,
pencabutan, pembatalan, dan/atau ralat.
1. Pengertian

a. Perubahan
Perubahan adalah mengubah bagian tertentu dari naskah dinas yang
dinyatakan dengan lembar perubahan.

b. Pencabutan
Pencabutan adalah mencabut naskah dinas tertentu karena
bertentangan atau tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi, khusus, atau naskah dinas yang baru
ditetapkan.

c. Pembatalan
Pembatalanadalah menyatakan bahwa seluruh materi naskah dinas
tidak diberlakukan lagi melalui suatu pernyataan pembatalan dalam
naskah dinas yang baru.

d. Ralat
Ralat adalah perbaikan yang dilakukan terhadap sebagian materi
naskah dinas melalui pernyataan ralat dalam naskah dinas yang
baru.

2. Tata Cara Perubahan, Pencabutan, Pembatalan, dan Ralat

a. Naskah dinas yang bersifat mengatur, apabila diubah, dicabut, atau
dibatalkan, harus diubah, dicabut, atau dibatalkan dengan naskah
dinas yang setingkat atau lebih tinggi.

b. Pejabat yang berhak menentukan perubahan, pencabutan, dan
pembatalan adalah pejabat yang menandatangani naskah dinas
tersebut atau oleh pejabat yang lebih tinggi kedudukannya.

c. Ralat yang bersifat kekeliruan kecil, seperti salah ketik, dilaksanakan
oleh pejabat yang menandatangani naskah dinas.
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M. Penggunaan Map
1. Map naskah dinas terdiri atas:
a. Naskah dinas jabatan;
b. Map naskah dinas jabatan eselon I; dan
c. Map naskah dinas unit kerja eselon II.
2. Map naskah dinas berbentuk 4 (empat) persegi panjang.
3. Penggunaan Map:
a. Menteri (wana putih);
b. Sekjen (warna merah);
c. Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (warna hijau
tua);
Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan (warna hijau muda);
Dirjen Pengembangan Daerah Tertentu (warna biru tua);
Dirjen Pembangunan Daerah Tertinggal (warna biru muda);
Dirjen Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman
Transmigrasi (warna coklat tua);
h. Dirjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi (warna coklat muda)
i. Inspektorat Jenderal (warna abu-abuj;
j. Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan
Pelatihan, dan Informasi (warna kuning); dan
k. Staf Ahli Menteri (Warna orange).
4. Map naskah dinas menggunakan jenis kertas BC, koonstrok dan
buffalo.
5. Ukuran map yaitu panjang 37 cm dan lebar 20 cm.

m oo oA

6. Halaman depan map naskah dinas menteri berisi:

a. lambang negara berwarna dengan perisai berwarna dan tulisan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
ditempatkan pada bagian tengah atas; dan

b. lambang Negara berwarna dan tulisan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ditempatkan pada bagian
tengah atas dan tulisan “MOHON TANDA TANGAN" pada bagian
tengah map di dalam garis bingkai.

7. Halaman depan map naskah dinas eselon I Logo berwarna, nama
kementerian dan nama jabatan eselon 1 ditempatkan pada bagian
tengah atas, untuk penandatanganan surat menggunakan map
“MOHON TANDA TANGAN".
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8. Halaman depan map naskah dinas eselon II berisi logo Kementerian,
nama kementerian dan nama unit kerja eselon I ditempatkan pada
bagian tengah atas dan nama unit eselon Il serta alamat di bagian
tengah map di dalam garis bingkai, untuk penandatanganan surat
menggunakan map “"MOHON TANDA TANGAN".

9. Huruf pada map naskah dinas yaitu Arial Narrow.

10. Huruf pada tulisan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada nomor 6 huruf a berukuran
18.

11. Huruf pada tulisan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi dan tulisan “MOHON TANDA TANGAN” sebagaimana
dimaksud pada angka 6 huruf b berukuran 18 dan 42.

12. Huruf pada nama kementerian dan nama jabatan eselon I sebagaimana
dimaksud pada nomor 7 berukuran 18, map eselon I masing-masing 2
(dua jenis), 1 (satu) untuk map keluar tidak mencantumkan “mohon
tanda tangan”, jika map tidak untuk penandatanganan hanya
mencantumkan logo kementerian dan nama unitnya.

13. Huruf pada nama kementerian, unit kerja eselon I, dan nama unit kerja
eselon II sebagaimana dimaksud pada angka 7 berukuran 18, 42, dan
14.
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CONTOH MAP
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MAP ESELONI1
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MAP ESELON II (tanda tangan)

@

MM TN S PERIOWA SN BASRA TERTI . B
A T Y

SERRET AKIAT JENDENRAL

BRO HJUEUN, CRZANDAR, DAN TATA LAXSANA

%

AT TE RS B U UMANGT Y BAFR AR TERTING LAL Y TRAN R
- e
SERRETAKIAT

BADAN FESELITIAN DAN PENCEMBANGAN,
FENIDREMKAN DAN FELATELAN, DAN INFORM AN

@

R -

Py

MEKKETARIAT
BABAN FENELITEAN DAN PENGEMBANGAN,
FENMDEDICAN DAN FEEATELAN, DAN INFORMASE

PUSAT FENELTIAN DAN FONCTMEANOAN

APORON TANDA TANGAN
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BAB IV
PENGAMANAN NASKAH DINAS

A. Penentuan Kategori Klasifikasi Keamanan dan Akses Naskah Dinas

Kategori klasifikasi keamanan untuk naskah dinas, terdiri atas:

1. segera yaitu yaitu naskah dinas yang apabila harus ditindaklanjuti
segera oleh penerima;

2. sangat rahasia yaitu naskah dinas yang apabila fisik dan informasinya
diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan
kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan keselamatan negara;

3. rahasia, yaitu naskah dinas yang apabila fisik dan informasinya
diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan
terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional,
ketertiban umum, termasuk terhadap ekonomi makro. Apabila informasi
yang terdapat dalam naskah dinas bersifat sensitif baik bagi lembaga
maupun perorangan akan menimbulkan kerugian yang serius terhadap
privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak
kemitraan dan reputasi;

4. terbatas, yaitu naskah dinas yang apabila fisik dan informasinya
diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan
terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga, seperti kerugian
finansial yang signifikan; dan

5. biasa, yaitu naskah dinas yang apabila fisik dan informasinya dibuka
untuk umum tidak membawa dampak apa pun terhadap keamanan
negara.

Penentuan keempat tingkat klasifikasi keamanan tersebut disesuaikan

dengan kepentingan dan substansi naskah dinas. Di Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dimungkinkan untuk

membuat sekurang-kurangnya 2 (dua) tingkat/derajat klasifikasi naskah

dinas. Hak akses naskah dinas:

1. naskah dinas berklasifikasi sangat rahasia, rahasia, dan terbatas hak
akses diberikan kepada Menteri dan yang setingkat di bawahnya apabila
sudah diberikan izin, pengawas internal/eksternal dan penegak hukum;
dan

2. naskah dinas berklasifikasi biasa, hak akses diberikan kepada semua
tingkat pejabat dan staf yang berkepentingan.
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B. Perlakuan Terhadap Naskah Dinas Berdasarkan Klasifikasi Keamanan dan
Akses
1. Pemberian Kode Derajat Klasifikasi Keamanan dan Akses
Perlakuan naskah dinas berdasarkan klasifikasi keamanan dan akses,
diberikan kode derajat pengamanan di amplop dan di sebelah kiri atas
naskah dinas serta penggunaan amplop rangkap dua untuk naskah
dinas yang sangat rahasia dan rahasia. Untuk kode derajat klasifikasi:
a. naskah dinas segera diberikan kode ‘S' dengan menggunakan tinta
warna merah
b. naskah dinas sangat rahasia diberikan kode ‘SR’ dengan
menggunakan tinta warna merah;
c. naskah dinas rahasia diberikan kode ‘R' dengan menggunakan tinta
warna merah;
d. naskah dinas terbatas diberikan kode ‘T" dengan menggunakan tinta
hitam; dan
e, naskah dinas biasa diberikan kode ‘B’ dengan menggunakan tinta
hitam.
2. Pemberian Nomor Seri Pengaman dan Security Printing
Security printing adalah percetakan yang berhubungan dengan
pengamanan tingkat tinggi pada naskah, dengan tujuan untuk
mencegah pemalsuan dan perusakan serta jaminan terhadap
keautentikan dan keterpercayaan naskah dinas. Security printing
menggunakan metode-metode teknis sebagai berikut:
a. kertas khusus
Kertas yang dipakai sebagai pengamanan memiliki nomor seri
pengaman yang letaknya diatur secara tersendiri dan hanya diketahui
oleh pihak-pihak tertentu. Penggunaan kertas ini harus berurutan
sesuai dengan nomor serinya sehingga memudahkan pelacakan.

b. watermarks

Gambar 3. Watermarks
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Watermarks adalah gambar dikenali atau pola pada kertas yang
muncul lebih terang atau lebih gelap dari sekitar kertas yang harus
dilihat dengan cahaya dari belakang kertas karena variasi kerapatan
kertas.

3. QR CODE Naskah Dinas

OR code adalah sebuah pemberian nomor seri pengaman dengan tujuan

mencegah pemalsuan serta jaminan terhadap keautentikan dan

keterpercayaan naskah dinas. Security printing menggunakan metode
teknis yakni pemberian QR code yang letaknya diatur secara tersendiri oleh
operator, untuk naskah dinas yang ditandatangani Menteri dan Pejabat

Tinggi Madya.

a. Wewenang Pembuatan QR code dioperasikan oleh operator di Subbagian
Tata Usaha Menteri dan Subbagian Tata Usaha/Persuratan/Umum pada
masing-masing Unit Kerja Eselon I; dan

b. mekanisme pemberian QR code adalah pada saat naskah dinas telah
ditandatangani oleh pimpinan, dalam hal ini adalah Sekretaris Jenderal.
Dengan demikian, sebelum naskah dinas tersebut diberikan kepada unit
teknis, diberikan QR code terlebih dahulu.

Contoh QR code Sckretaris Jenderal

4. Pembuatan dan Pengawasan Naskah Dinas yang Bersifat Rahasia
Pembuatan dan pengawasan nomor seri pengaman dan pencetakan
pengamanan naskah dinas dilakukan oleh unit kerja yang secara
fungsional mempunyai tugas dan fungsi berkaitan dengan
ketatausahaan. Pembuatan nomor seri pengaman dan pencetakan
pengamanan dikoordinasikan dengan lembaga teknis terkait. Untuk
penomoran surat yang membutuhkan pengamanan tinggi, diperlukan
penulisan kode khusus yang tidak mudah untuk diingat.
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BABV
KEWENANGAN PENANDATANGANAN

A. Penggunaan Garis Kewenangan

Menteri bertanggungjawab atas segala kegiatan yang dilakukan di

lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi Rl. Tanggung jawab tersebut tidak dapat dilimpahkan atau

diserahkan kepada seseorang yang bukan pejabat berwenang. Garis

kewenangan digunakan jika surat dinas ditandatangani oleh pejabat yang

mendapat pelimpahan dari pejabat yang berwenang.

B. Penandatanganan

Penandatanganan surat dinas yang menggunakan garis kewenangan dapat

dilaksanakan dengan menggunakan 4 (empat) cara, antara lain:

1. Atas Nama (a.n.)
Frasa atas nama yang disingkat (a.n.) digunakan jika pejabat yang
menandatangani surat dinas telah diberi kuasa oleh pejabat yang
bertanggung jawab, berdasarkan bidang tugas dan tanggung jawab
pejabat yang bersangkutan. Tanggung jawab tetap berada pada
pejabatyang melimpahkan wewenang dan pejabat yang menerima
pelimpahan wewenang harus mempertanggungjawabkan kepada pejabat
yang melimpahkan wewenang. Susunan penandatanganan atas nama
(a.n.) pejabat lain, yaitu nama jabatan pejabat yang berwenang ditulis
lengkap dengan huruf kapital pada setiap awal kata, didahului dengan
singkatan a.n.
Contoh Format Atas Nama:

a.n. Menteri Desa,

Pembangunan Dacrah Tertinggal, dan
Transmigrasi

Republik Indonesia,

Sckretaris Jenderal,

Tanda tangan

(Nama Lengkap dan gelar)
(NIP)

2. Untuk Beliau (u.b.)
Frasa untuk beliau yang disingkat (u.b.) digunakan jika yang diberikan
kuasa memberikan kuasa lagi kepada pejabat satu tingkat di bawahnya,
sehingga untuk beliau (u.b.) digunakan setelah atas nama (a.n.)
Pelimpahan wewenang ini mengikuti urutan sampai dua tingkat
struktural di bawahnya. Tanggung jawab tetap berada pada pejabat yang
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melimpahkan wewenang dan pejabat yang menerima pelimpahan
wewenang harus mempertanggungjawabkan kepada pejabat yang

melimpahkan wewenang.
Contoh Format Untuk Beliau:

a.n. Sckretaris Jenderal
Kepala Biro ..............
u.b. Kepala Bagian

Tanda tangan

{Nama Lengkap dan gelar)
[NIP)

3. Pelaksana Tugas (Plt.)

Ketentuan penandatanganan pelaksana tugas, yang disingkat (Plt.),

adalah sebagai berikut:

a. Pelaksana tugas (Plt.) digunakan apabila pejabat yang berwenang
menandatangani naskah dinas belum ditetapkan karena menunggu
ketentuan /keputusan bidang kepegawaian.

b. Pelimpahan wewenang bersifat sementara, sampai dengan pejabat
yang definitif ditetapkan.

c. Plt.bertanggung jawab atas naskah dinas yang ditandatanganinya.

Contoh Format penandatanganan oleh Pelaksana Tugas:

(Nama Lengkap dan gelar)
[NIP)

4. Pelaksana Harian (Plh.)

Ketentuan penandatanganan pelaksana harian, yang disingkat (Plh.),

adalah sebagai berikut:

a. Pelaksana harian (Plh.) digunakan apabila pejabat yang
berwenang menandatangani naskah dinas tidak berada di tempat
sehingga untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sehari-hari perlu
ada pejabat sementara yang menggantikannya.

b. Pelimpahan wewenang bersifat sementara, sampai dengan pejabat
yang definitif kembali di tempat.
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c. Plh. mempertanggungjawabkan naskah dinas yang ditandatanganinya
kepada pejabat definitif.
Contoh Format Pelaksana Harian:

Plh. Kepala Biro ...............

Tanda tangan

(Nama Lengkap dan gelar)
(NIF)

C. Kewenangan Penandatanganan

1.

Kewenangan untuk melaksanakan dan menandatangani naskah dinas
antar lembaga yang bersifat kebijakan/keputusan arahan berada pada
Menteri.

Kewenangan untuk melaksanakan dan menandatangani naskah dinas

vang tidak bersifat kebijakan/keputusan/arahan dapat dilimpahkan

oleh Menteri di setiap tingkat eselon atau pejabat lain yang diberi
kewenangan untuk menandatanganinya.

Penyerahan/pelimpahan wewenang dan penandatanganan korespondensi

kepada pejabat/pimpinan dilaksanakan sebagai berikut:

a. Sekretaris Jenderal dapat memperoleh pelimpahan kewenangan
dan penandatanganan surat dinas tentang supervisi, arahan
mengenai rencana strategis dan operasional, termasuk kegiatan lain
yang dilaksanakan oleh organisasi lini di lingkungan Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

b. Pimpinan organisasi lini di lingkungan Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dapat
memperoleh penyerahan/pelimpahan wewenang dan
penandatanganan surat dinas yang berkaitan dengan pelaksanaan
tugas dan fungsi sesuai bidang masing-masing.
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Format kewenangan penandatanganan adalah sebagai berikut:

No. Jenis Menteri | Sekjen/Irjen | Staf Ahli s;:?::::// Bul:rA/.KB:!;lahl g::ﬂ Kasubbag/ Jabatan
Naskah Dinas Dirjen/Ka. Karo/ X Kasubdit Kasubbid/ Fungsional
Badan Kasi Tertentu
Kapus
1 Peraturan v
2 Keputusan v v
3 Pedoman v N
B Petunjuk N v
Pelaksanaan /Petunjuk
Teknis
5. Instruksi Y v
6 Standar Operasional v v
Prosedur (SOP)
7 Surat Edaran N v N
8 Surat Perintah/Surat v v v Al
Tugas
9 Surat Dinas v v N v
10. | Memorandum v v v N v N
11. | Nota Dinas v v v ) N v N
12. | Surat Undangan v v N v N
13. | Surat Perjanjian/MolU Y Y
14. | Surat Kuasa + v
15. | Berita Acara Y Y ) v
16. | Surat Keterangan Y v N
17. | SBurat Pengantar Nl Nl + < N
18. | Pengumuman Vv y L) v
19. | Laporan ) W W W W w W
20. | Telaahan Staf | Y W ) W w
21. | Sertifikat v v V
22. | Piagam Penghargaan v v
23. | Surat Tanda Tamat |
Pendidikan dan
Latihan (STTPL)
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BAB VI
PENGENDALIAN NASKAH DINAS

Pengaturan tentang pengendalian naskah dinas merupakan tahapan lanjutan
dari penciptaan naskah dinas. Asas pengorganisasian pengendalian naskah
dinas di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi terdiri atas asas gabungan antara asas sentralisasi dan
desentralisasi. Asas sentralisasi merupakan penerimaan surat yang yang
dipusatkan pada satu Unit Kerja, sedangkan asas desentralisasi merupakan
didelegasikan ke tiap-tiap Unit Kerja. Pengendalian naskah dinas harus diikuti
dengan tindakan yang meliputi tahapan sebagai berikut:
A. Naskah Dinas Masuk
1. Naskah dinas masuk adalah semua naskah dinas yang diterima dari
perseorangan/lembaga lain. Prinsip penerimaan naskah dinas masuk
dilaksanakan secara sentralisasi oleh Biro yang menangani bidang
persuratan pada Sekretariat Jenderal dan naskah dinas masuk yang
disampaikan langsung kepada pejabat atau staf unit pengolah harus
diregistrasi di Unit Kearsipan.
2. Pengendalian naskah dinas masuk dilaksanakan melalui tahapan
sebagai berikut.

a. penerimaan Naskah dinas masuk yang diterima dalam sampul
tertutup dikelompokkan berdasarkan kategori klasifikasi keamanan,
yaitu segera (S), sangat rahasia (SR}, rahasia (R}, terbatas (T}, dan
biasa (B).

b. pencatatan
1) pengendalian naskah dinas dilakukan dengan registrasi naskah

dinas pada sarana pengendalian naskah dinas. Registrasi naskah
dinas meliputi:
a) nomor urut;
b) tanggal penerimaan,;
c) tanggal dan nomor naskah dinas;
d) asal naskah dinas;
e) isi ringkas naskah dinas;
f) unit kerja yang dituju; dan
g) keterangan.
2) sarana pengendalian naskah dinas antara lain dapat berupa:
a) buku agenda naskah dinas masuk;
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b) agenda elektronik:
c) buku ekspedisi.
c. pengarahan

1) pengarahan naskah dinas masuk dengan kategori sangat rahasia,
rahasia, dan terbatas disampaikan langsung kepada Unit Pengolah
yang dituju.

2) pengarahan naskah dinas masuk dengan kategori biasa/terbuka
dilakukan dengan membuka, membaca, dan memahami
keseluruhan isi dan maksud naskah dinas untuk mengetahui Unit
Pengolah yang akan menindaklanjuti naskah dinas tersebut.

d. penyampaian

1) naskah dinas masuk disampaikan kepada unit pengolah sesuai
dengan kategori dengan bukti penyampaian/buku ekspedisi
naskah dinas.

2) bukti penyampaian naskah dinas masuk memuat informasi
tentang:

a) nomor urut pencatatan,

b) tanggal dan nomor naskah dinas;

c) asal naskah dinas;

d) isi ringkas naskah dinas;

e) unit kerja yang dituju;

f) waktu penerimaan; dan

g) tanda tangan dan nama penerima di Unit Pengolah.

3) bentuk bukti penyampaian naskah dinas dapat berupa:
a) buku ekspedisi;

b) lembar tanda terima penyampaian.

B. Naskah Dinas Keluar
1. Naskah dinas keluar adalah semua naskah dinas yang dikirim kepada
pejabat /perseorangan/lembaga lain. Prinsip pengendalian naskah dinas
keluar adalah sebagai berikut:

a. pengiriman naskah dinas keluar dilakukan secara desentral yang
dipusatkan dan diregistrasi di setiap Unit Pengolah yang
menyelenggarakan fungsi kesekretariatan, termasuk naskah dinas
yang dikirimkan oleh perseorangan atau staf Unit Pengolah.

b. sebelum diregistrasi harus dilakukan pemeriksaan terhadap
kelengkapan naskah dinas, meliputi:
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1) nomor naskah dinas;

2) cap dinas;

3) tanda tangan;

4) alamat yang dituju; dan

5) lampiran (jika ada).

2. Pengendalian naskah dinas keluar dilaksanakan melalui tahapan sebagai
berikut.
a. pencatatan

1) naskah dinas keluar yang dikirim harus diregistrasi pada sarana
pengendalian naskah dinas keluar.

2) pengendalian naskah dinas keluar dilakukan dengan registrasi
naskah dinas pada sarana pengendalian naskah dinas keluar.
Informasi sarana pengendalian naskah dinas keluar meliputi:

a) nomor urut;

b) tanggal pengiriman;

c) tanggal dan nomor naskah dinas;
d) tujuan naskah dinas; dan

e} isi ringkas naskah dinas.

3) sarana pengendalian naskah dinas keluar antara lain dapat

berupa:

a) buku agenda naskah dinas keluar;

b) agenda elektronik; dan

c) buku ekspedisi naskah dinas keluar (internal).
b. penggandaan

1) penggandaan naskah dinas adalah kegiatan memperbanyak
naskah dinas dengan sarana reproduksi yang tersedia sesuai
dengan kebutuhan.

2) penggandaan naskah dinas dilakukan setelah naskah dinas keluar
ditandatangani oleh pejabat yang berhak.

3) penggandaan naskah dinas keluar yang kategori klasifikasi
keamanannya sangat rahasia, rahasia, dan terbatas harus diawasi
secara ketat.

c. pengiriman

1) naskah dinas keluar yang akan dikirimkan oleh Unit Pengolah
dimasukkan ke dalam amplop dengan mencantumkan alamat
lengkap dan nomor naskah dinas sesuai dengan kategori
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klasifikasi keamanan: Segera (S), Sangat Rahasia (SR}, Rahasia (R),
Terbatas (T), dan Biasa (B).

2) khusus untuk naskah dinas dengan kategori klasifikasi keamanan
Sangat Rahasia (SR), Rahasia (R), dan Terbatas (T) dimasukkan ke
dalam amplop kedua dengan hanya mencantumkan alamat yang
dituju dan pembubuhan cap dinas.

d. penyimpanan

1) kegiatan pengelolaan naskah dinas keluar harus
didokumentasikan oleh Unit Pengolah dan Unit Kearsipan yang
berupa sarana pengendalian naskah dinas dan pertinggal naskah
dinas keluar.

2) pertinggal naskah dinas keluar yang disimpan merupakan naskah
dinas asli yang diparaf oleh pejabat sesuai dengan jenjang
kewenangannya.

3) penyimpanan pertinggal naskah dinas keluar diberkaskan menjadi
satu kesatuan dengan naskah dinas masuk lainnya yang memiliki
informasi atau subjek yang sama berdasarkan kode klasifikasi.
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A. Lembar Disposisi (LD)
LD dibuat rangkap 2 (dua) dari kertas NCR warna putih dan merah muda
dengan ukuran setengah folio, dignnakan untuk menuliskan hal, arahan,
kebijakan, dan petunjuk penyelesaian naskah dinas dari pimpinan.

Contoh lembar disposisi:

-165-

BAB VII

SARANA PENGURUSAN NASKAH DINAS

@

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGOAL DAN TRANSMIGRAS| RI
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B. Kotak Penyimpanan Lembar Disposisi (Tickler File)
Kotak penyimpanan lembar disposisi terbuat dari bahan karton, tripleks,
atau kayu berukuran 15 x 20 x 20 cm digunakan untuk menata dan
menyimpan lembar disposisi oleh pencatat naskah dinas.

Contoh:

r!:"l“] |
FE'
—
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C. Kendaraan Operasional
Kendaraan operasional, baik roda 4 mapun roda 2 digunakan untuk
mengambil dan mengantar naskah dinas.

D. Lemari Sortir
Lemari sortir terbuat dari bahan kayu atau besi metal dengan ukuran
disesuaikan dengan kebutuhan digunakan untuk menyortir naskah dinas
sesuai dengan tujuan naskah dinas masuk oleh pengelola naskah dinas
pada unit kerja masing-masing.

E. Komputer/Laptop/Notebook
Komputer/laptop /notebook digunakan untuk penciptaan naskah dinas
berupa pengetikan/pembuatan konsep naskah, ataupun fungsi lain sesuai
dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi lainnya.

F. Faksimile
Faksimile digunakan untuk mengirim dan menerima naskah dinas yang
sifatnya sangat segera disampaikan atau dikirim.

G. Mesin Fotokopi
Mesin fotokopi digunakan untuk penggandaan naskah dinas sesuai dengan
kebutuhan.

H. Mesin Pemindai/ Scanner
Mesin pemindai (scannery digunakan untuk memindai dokumen
analog/cetak ke dalam bentuk digital/elektronik dalam mempermudah
pertukaran informasi secara elektronik.
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BAB VIII
ORGANISASI PENGELOLAAN NASKAH DINAS

A. Susunan dan Kedudukan
Susunan dan kedudukan Unit Pengelola naskah dinas di lingkungan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
meliputi:
1. Unit Kearsipan

Unit Kearsipan (UK) berkedudukan di Sekretariat Jenderal yang

diselenggarakan oleh Biro yang membidangi kearsipan dan

dilaksanakan oleh Bagian yang membidangi kearsipan, dengan unsur-
unsurnya terdiri atas:
a. pimpinan;
b. pengendali;
c. caraka; dan
d. pengelola arsip.
2. Unit Pengolah

Unit pengolah berkedudukan di setiap Unit Kerja serta Unit Pelaksana

Teknis di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi yang meliputi:

a. unit pengolah untuk Menteri berkedudukan di Sekretariat Jenderal,
Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan dan dilaksanakan
oleh setiap Eselon di bawahnya;

b. unit pengolah di lingkungan Sekretariat Jenderal yang berkedudukan
di biro-biro dan dilaksanakan oleh bagian-bagian, jabatan fungsional,
dan atasan langsung bendaharawan serta tim;

c. unit pengolah di lingkungan Direktorat Jenderal berkedudukan di
Sekretariat Direktorat dan dilaksanakan oleh bagian-bagian, subdit-
subdit, atasan langsung bendaharawan serta tim;

d. unit pengolah di lingkungan Inspektorat Jenderal berkedudukan di
Sekretariat Inspektorat dan dilaksanakan oleh bagian-bagian dan
para inspektur-inspektur pembantu, jabatan fungsional, dan atasan
langsung bendaharawan serta tim;

e. unit pengolah di lingkungan Badan berkedudukan di Sekretariat
Badan dan pusat-pusat dilaksanakan oleh bagian-bagian, bidang-
bidang, jabatan fungsional, dan atasan langsung bendaharawan serta
tim; dan
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f. unit pengolah unit pelaksana teknis berkedudukan dan dilaksanakan
oleh subbagian/subseksi, jabatan fungsional, atasan langsung
bendaharawan serta tim.

3. Unit Tata Usaha Pengolah

Unit Tata Usaha Pengolah (UTUP) berkedudukan di Unit Kerja Eselon 11,
yaitu  UTUP di lingkungan Sekretariat Jenderal, biro-biro
diselenggarakan dan dilaksanakan oleh Subbagian Tata Usaha Biro.
a. UTUP di lingkungan Direktorat Jenderal berkedudukan di:

1) Sekretariat Direktorat Jenderal diselenggarakan oleh bagian yang
membidangi kearsipan dan dilaksanakan oleh subbagian yang
membidangi kearsipan;

2) Direktorat-direktorat diselenggarakan oleh subbagian tata
usaha /umum.

b. UTUP di lingkungan Inspektorat Jenderal berkedudukan di:

1) Sekretariat Inspektorat Jenderal, diselenggarakan oleh bagian-
bagian yang membidangi kearsipan dan dilaksanakan oleh
subbagian yang membidangi kearsipan: dan

2) Inspektorat-inspektorat, diselenggarakan oleh subbagian tata
usaha /umum.

c. UTUP di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan

dan Pelatihan, dan Informasi berkedudukan di:

1) Sekretariat Badan, diselenggarakan oleh bagian yang membidangi
kearsipan dan dilaksanakan oleh subbagian yang membidangi
kearsipan; dan

3) pusat-pusat diselenggarakan dan dilaksanakan oleh subbagian
tata usaha /umum.

d. UTUP di lingkungan unit pelaksana teknis, diselenggarakan dan
dilaksanakan oleh bagian yang membidangi kearsipan.

B. Tugas dan Fungsi
Untuk melaksanakan pengelolaan naskah dinas di lingkungan Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, unit pengolah
naskah dinas mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
1. Unit Kearsipan
Unit Kearsipan (UK) mempunyai tugas merumuskan kebijakan dan
menyelenggarakan pengelolaan tata naskah dinas di lingkungan
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Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, UK mempunyai fungsi:

a. menyiapkan rumusan kebijaksanaan pengelolaan kearsipan dan
naskah dinas dilingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi;

b. melaksanakan pembinaan pengelolaan kearsipan dan pengendalian
naskah dinas dilingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi;

c. melaksanakan koordinasi pelaksanaan naskah dinas; dan

d. melaksanakan pengurusan naskah dinas masuk dan keluar; dan
dilingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi.

Unit Tata Usaha Pengolah (UTUP)

UTUP mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan naskah dinas di

lingkungan unit organisasi masing-masing.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, UTUP mempunyai fungsi:

a. melaksanakan pengendalian naskah dinas di lingkungan organisasi
masing-masing;

b. melaksanakan pengurusan naskah dinas masuk dan keluar.

. Unit Pengolah

Unit Pengolah (UP) mempunyai tugas melaksanakan penyelesaian

naskah dinas masuk dan proses naskah dinas keluar.

Untuk melaksanakan tugas tersebut UP mempunyai fungsi:

a. mengolah naskah dinas masuk;

b. membuat konsep naskah dinas keluar;

c. membubuhkan stempel paraf, menyampaikan dan memantau
penyelesaian naskah dinas keluar di UTUP;

d. membubuhkan paraf sesuai kewenangan pembuat draft untuk
naskah dinas keluar yang akan ditandatangani pimpinan; dan

e. melaksanakan pemusnahan arsip, duplikasi dan nonarsip dengan
persetujuan pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
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BAB IX
PENUTUP

Tata Naskah Dinas memiliki peran dalam menciptakan kelancaran komunikasi
tulis yang efektif dan efisien dalam menyelenggarakan pemerintahan dan
pembangunan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan
transmigrasi. Tata Naskah Dinas diharapkan menjadi pedoman bagi pegawai
di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi. Oleh karena itu, pedoman ini menjadi instrumen guna
mendorong setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk memperbaiki naskah dinas.
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